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ABSTRAK

Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di
Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara (Rahmawati Karim Hidi,
Muhammad Isa Ansari dan Muhammad Yahya)

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku
Tenggara, Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui
Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di
Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. , Metode penelitian yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu gambaran secara objektif terkait
keadaan suatu program, dan tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus
yaitu meneliti suatu kasus pada satu kesatuan sebuah program. Sumber data yang
digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan informan 5
orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan menujukkan beberapa indikator berupa
Standar dan Tujuan Kebijakan Program BSPS menumbuhkan swadaya
masyarakat program ditujukan untuk masyarakat yang memiliki penghasilan di
bawah Upah Minumum Provinsi, Program BSPS telah berjalan sejak tahun 2018,
2019, dan 2020 dengan anggaran bantuan sebesar Rp. 17.500.000 untuk setiap
unit rumah, kemudian untuk tahun 2021 dan 2022 anggaran bantuan untuk satu
unit rumah bertambah hingga menjadi Rp.20.000.000 dalam 1 wunit. Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PERKIMTAN)
memberikan sosialisasi ke masyarakat, BSPS dilakukan dalam 2 tahap, Kondisi
Ekonomi Sosial dan Politik. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program
BSPS adalah Data masyarakat penerima, Kerjasama antar stakeholder, Kondisi
lingkungan, Swadaya masyarakat, Bahan material pembangunan, Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Program, Program Bantuan, Bantuan Stimulasi
Perumahan Swadaya
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya kebutuhan hidup
individu maupun kelompok merupakan hal yang kompleks dari kemiskinan.
Kondisi kemiskinan ditandai dengan rendahnya kualitas hidup penduduk,
terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu
layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan.
Permasalahan rumah tidak layak huni merupakan salah satu permasalahan
sosial yang selalu lekat dalam kehidupan wilayah pedesaan maupun
perkotaan yang menjadi fokus perhatian Kementerian Perumahan Rakyat
(Kemenpera) di Indonesia. Salah satu faktor utama yang menyebabkan
rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat ialah rumah tidak layak huni.

Masalah yang tidak pernah tuntas terselesaikan yakni perumahan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah telah membuat berbagai
program untuk menyelesaikannya, namun masih banyaknya rumah yang tidak
layak untuk dihuni. Dari mahalnya harga lahan, harga material bangunan,
hingga mahalnya upah tukang yang disebabkan oleh berbagai kendala..
Hambatan-hambatan tersebut pada akhirnya menambah jumlah perumahan
yang saat ini sudah mencapai 14,84 juta unit rumah di Indonesia. Dari jumlah
ini akan memakan waktu yang cukup lama serta biaya yang luar biasa

besarnya.



Menurut Korten (2002), Pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian
rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik
material maupun non material melalui redistribusi modal. Oleh karena
pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif. Pemberdayaan juga
merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan
yang berubah antar indvidu, kelompok dan lembaga. Memberdayakan
masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan harus dipilih strategi
yang dapat berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan
ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat.

Tempat tinggal pada dasarnya merupakan wadah bagi manusia atau
keluarga dalam melangsungkann kehidupannya. Fungsi yang sangat vital bagi
kehidupan manusia pada hakikatnya adalah tempat tinggal. Manusia tidak
akan dapat hidup dengan layak tanpa tempat tinggal,. Terwujudnya kebutuhan

akan pangan dan sandang saja tidaklah cukup. (Farida, 2020).

Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang
diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada
sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling
bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka
mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu upaya
penanggulangan kemiskinan harus senantiasa di dasarkan pada penentuan
garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai
sebab-sebab timbulnya persoalan itu. Jika masalah ini tidak segera ditangani,

akan memperburuk keadaan kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah telah



berupaya dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia yaitu dengan
mencanangkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang
di atur di dalam PERMEN PUPR No.07/PRT/M/2018 tentang Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya. Bantuan Pemerintah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan
dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta
prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan bantuan stimulan perumahan
swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS. Sehubungan dengan
melaksanakan pembangunan masyarakat harus menyiapkan swadayanya,
karena bantuan ini diwujudkan dalam bentuk barang, untuk mewujudkan
bangunan rumah masyarakatnya harus berswadaya. Kecukupan luas, kualitas,
dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah menjadi syarat
standar layak huni. Jenis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
terdiri atas Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan
Baru Rumah Swadaya (PBRS). Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
(PKRS) adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak
huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara
perseorangan atau berkelompok. Sedangkan Pembangunan Baru Rumah
Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan
rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya

masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.

Beberapa provinsi, kabupaten/ kota yang ada di Indonesia Program

BSPS dilaksanakan di. Kabupaten Maluku Tenggara menjadi salah satu



daerah yang melaksanakan program BSPS di Maluku. Kabupaten Maluku
Tenggara menjalankan program BSPS tersebut dalam rangka meningkatkan
kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Masyarakat yang berpenghasilan rendah agar mampu berdaya guna dalam
upaya meningkatkan kualitas rumahnya menjadi dasar sebagai stimulus untuk

program BSPS yang merupakan bantuan dari pemerintah.

Bantuan stimulan ini adalah fasilitas pemerintah yang berupa sejumlah
dana untuk diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pelaksanaan pembangunan swadaya yang dimaksud merupakan penerima
bantuan stimulan dimaksudkan untuk dibantu. Perumahan swadaya
merupakan rumah yang dibangun dengan prakarsa serta upaya masyarakat,
dengan cara sendiri atau ~berkelompok, yang mencakup perbaikan,
pembaharuan atau perluasan, pembangunan rumah yang baru beserta
lingkungan. Masyarakat berpenghasilan rendah merupakan masyarakat yang
menyandang keterbatasan daya beli, maka dari itu harus memperoleh
dukungan pemerintah untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Untuk
melaksanakan pembangunan, masyarakat harus menyiapkan swadaya.
Karena bantuan ini diwujudkan dalam bentuk barang. Menyediakan rumah
yang layak huni, sehat dan tanah yang ingin dibanguni rumah merupakan

tanah milik sendiri menjadi sasaran program bantuan stimulan.

Menurut Soemarwanto (2014) masyarakat berpenghasilan rendah adalah
masyarakat yang tercermin dari kondisi sosial ekonomi dalam kehidupan dan

ditunjjukan dengan kondisi perumahan masyarakat yang ada diberbagai



wilayah, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan yang masih dalam
kondisi tidak layak. (Achmad Ali Fikri, 2022)

Masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah tinggal
yang layak menjadi mekanisme pelaksanaan bantuan ini dalam memberikan
perumahan yang efisien dan sasarannya tepat. Program bantuan ini
dilaksanakan dengan bentuk pemberian bantuan bahan bangunan yang
digunakan untuk membangun atau merenovasi rumah yang tidak layak huni
menjadi rumah yang layak dihuni.

Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan dapat diartikan
sebagai implementasi atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan
dan disetujui dengan menggunakan sumber daya dan sarana prasarana yang
diperlukan untuk mencapai tujuan publik yang diinginkan. Implementasi
kebijakan sangat mudah dipahami jika digunakan model konkrit. Model yang
digunakan memberikan gambaran tentang objek, keadaan atau proses.
Dengan demikian, pelaksanaan program dapat diartikan sebagai tercapainya
tujuan penggunaan sarana dan prasarana yang dipilih. Ukuran keberhasilan
implementasi dapat dilihat dari penjabarannya, yaitu. menanyakan apakah
implementasi program sesuai dengan yang ditetapkan, yaitu. memeriksa
implementasi dan apakah tujuan program tercapai. Oleh karena itu, dalam
pelaksanaan kebijakan umum, kegiatan yang terpenting adalah kegiatan yang
dilakukan pada saat pelaksanaan.

Penyaluran BSPS di Provinsi Maluku tersebar pada 10 kabupaten/kota,

salah satunya Kabupaten Maluku Tenggara 245 unit. Setiap rumah yang



memperoleh bantuan program BSPS di Provinsi Maluku mendapatkan
alokasi untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp20 juta/unit, yang terdiri
dari 17,5 juta untuk bahan material dan 2,5 juta untuk upah pekerja agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memperbaiki dan meningkatkan

kualitas hunian yang dimiliki.

Berikut ini daftar nama-nama penerima BSPS di Kabupaten Maluku

Tenggara tahun 2022

Tabel 1

Daftar Nama Penerima BSPS

Ohoi Danar Ohoi Watdek Ohoi Ngabub
Abdul Fatah Wear Abu Bakar Albertus Renwarin
Aisa Wear Adi Rano Rengur Alfonsius Renwarin
Arfa Wear Achmad Renuat Alowisius Lawerun
Asiat Matdoan Anawiyah Derwotubun | Aloysius Renwarin
Fahruddin Ngabalin Hamzah Renuat Benediktus Letsoin
Fatimah Manuputy Haruna Somar Benediktus Renwarin
Fatma Ngabalin Hasan Derwotubun Bibiana Letsoin
Hadia Hanubun Husin Renleew Dominggus Kudubun

Halida Raharusun

Ikbal Metafanuan

Gabriel Karet

Hatama Bugis

Jufri Renuat

Ignasius J Kasihiuw

Hugia Wear

Moksen Renwarin

Karolus Kasihiuw

Nurjamila Husada Let
Let

Muhammad  Ridwan

Telaubun

Kasparina Letsoin

Saadon Wangsi

Siti Amura Rumlus

Korneles Renwarin




Sehat Wear Watty Tamher Yesintus Y Y Renwarin
Sil Hanubun Yakut Renuat Leonila Jeuyanan
Udin Ohoiwutun Gani Biayau Marselius Elmas

Umar Raharusun

Anawiya Temarwut

Paskalis Letsoin

Usman Renyaan

Usman Renyaan

Paulus Renwarin

Yadi Serang

Johanis Bosko Letsoin

Saleh Wear

Joseph Kasihiuw

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2023

Hasil observasi awal di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku
Tenggara, pelaksanaan program ini ditangani oleh Dinas Perumahan,
Kawasan Pemukiman dan. Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara.
Adanya program ini, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapat
bantuan karena kondisi bangunan yang tidak memenuhi standar seperti
dinding yang masih menggunakan kayu dan atap rumah sudah tidak layak,
sehingga program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPSP)
membawa dampak perubahan kondisi fisik rumah tidak layak huni menjadi

layak huni.

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan yang telah
dijelaskan sebelumnya sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih
lanjut terkait permasalahan tersebut dengan mengangkat judul
“Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di

Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara™.



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara?

2. Apa faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku
Tenggara?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara

2. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi Implementasi Program
Bantuan Stimulan Perumhaan Swadaya di Kecamatan Kei Kecil
Kabupaten Maluku Tenggara

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk keperluan teoritis
terutama bagi kalangan akademis dan berguna untuk kepentingan yang
bersifat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan bagi
transformasi ilmu terkhususnya ilmu administrasi negara mengenai
Program BSPS sebagai upaya meringankan masyarakat berpenghasilan

rendah.



2. Manfaat praktis
a. Bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan menambah
pemahaman bagi penulis selanjutnya tentang Implementasi Program
Bantuan BSPS sebagai upaya meringankan masyarakat berpenghasilan
rendah untuk memiliki rumah yang layak dihuni.
b. Bagi pembaca
Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi
tentang Implementasi Program BSPS meringankan masyarakat

berpenghasilan rendah berhak mendapatkan bantuan program ini.



BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini,
adalah:

1. Nuraida Mailasari/2016 dengan judul penelitian “Implementasi Program
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2016 ( Studi Kasus Kota
Pekan Baru)”. Dan hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sudah berjalan dengan baik
apabila dilihat penerima program merupakan masyarakat berpenghasilan
rendah yang tidak mampu untuk membangun tempat tinggal yang layak.
Namun dalam pelaksanaanya banyak ditemukan permasalahan seperti
penolakan dari masyarakat, adanya program lain. Walaupun
permasalahan dana tidak ada dikarenakan penerima program langsung
mendapatkan dana dan langsung dijadikan bahan bangunan tetapi
kekurangan dari stok dari stok bangunan yang menjadi penyedia menjadi
pengendala. Namun dilihat dari keseluruhan sudah berjalan dengan baik..

2. Anderson Mamangkey, Johny Lumolos dan Fanley Pangemanan (2019),
dengan judul penelitian “Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten
Minahasa Selatan”. Dimana hasil penelitian menunjukan bahwa
Implementasi program (BSPS) sudah disalurkan di Desa Maliku dan

Kelurahan Pondang, namun belum bisa dikatakan baik dikarenakan adanya

10
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kendala dilapangan berupa kurangnya swadaya dari masyarakat yang hanya
mau bekerja tanpa berswadaya dan persediaan bahan bangunan di toko yang
tidak lengkap dengan kontrak dengan penerima Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) serta Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

. Florentia Chefique Suyenn Tigauw (2020), dengan judul penelitian
“Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di
Kampung Dobut Oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua
Barat”. Menunjukan bahwa hasil dari implementasi program (BSPS) belum
maksimal disebabkan dalam melaksanakan program tersebut belum
terpenuhi beberapa ukuran dan indikator yang menurut George Edward III,
Implementasi Kebijakan yaitu: (a) komunikasi (transmisi, kejelasan, dan
konsistensi); (b) sumber daya (informasi dan fasilitas); (c) disposisi (arah
dan tanggapan). Belum terpenuhinya indikator PERMEN PUPR No.7
Tahun 2018 yaitu pengadaan dan penyerahan BSPS dalam bentuk barang.

4. Tendean Elysa Desyra, Salmin Dengo dan Very Y Londa (2021), dengan
judul penelitian “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Desa Tolok Satu
Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Tendean”. Dimana hasil
penelitian menunjukan bahwa implementasi pelaksanaan program masih
belum optimal dimana perekrutan penerima bantuan tidak terealisasi
semuanya karena ketidak siapan masyarakat menerima bantuan ini. Akan
tetapi sumber dana dari program ini masih di anggap belum cukup sesuai,

masyarakat masih mengeluh dengan dana yang diberikan belum cukup
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sesuai karna masyarakat penerima bantuan program BSPS tidak mudah
mendapatkan dana tambahan untuk membangun rumah mereka.

Menurut referensi di atas tentang penelitian terdahulu didapatkan
beberapa kesamaan diantara pembahasan tentang implementasi pelaksanaan
sebuah program BSPS, implementasi BSPS dalam meningkatkan
kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun hingga
saat ini belum ditemukan penelitian tentang Implementasi Program BSPS
khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Oleh karena itu, peneliti tertarik
untuk mengangkat judul penelitian mengenai Implementasi Program
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kecamatan Kei Kecil
Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini dimaksudkan agar masalah dalam
pelaksanaan Implementasi Program BSPS dapat teratasi guna mendukung
keberhasilan pelaksanaan ditahun selanjutnya dengan demikian program ini
dapat tepat sasaran, mensejahterahkan masyarakat dan bermanfaat bagi
masyarakat yang terkhusus bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku

Tenggara terkhusus di Kecamatan Kei Kecil

B. Konsep Teori
1. Teori Kebijakan Publik
Menurut Lasswell Kebijakan Publik sebagai suatu program yang
diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan
proyek- proyek tertentu. Menurutnya, kebijakan yakni studi tentang
proses pembuatan keputusan atau proses memilih dan mengevaluasi

informasi.
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Menurut Dye Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih
pemerintah yang tersedia, kemudian memecahkan masalah-masalah
tertentu. Dari beberapa definisi kebijakan publik diatas, dapat dikatakan
bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian tindakan yang
diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang telah
ditetapkan dengan memecahkan segala permasalahan yang ada untuk
dilakukan atau tidak dilakukan. Interpretasi kebijakan dari kebijakan
menurut Dye harus dimaknai dengan dua hal penting, yaitu kebijakan
haruslah dilakukan oleh badan pemerintah kebijakan tersebut
mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah
(Miftahul Reski Putra Nasjum, 2020).

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam (Tama
2017) mengembangkan model implementasi kebijakan klasik yang
mengasumsi bahwa implementasi kebijakan sejalan dengan proses
kebijakan. Ada enam variabel yang menentukan keberhasilan kebijakan
antara lain :

a. Standar Dan Tujuan Kebijakan

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya
menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh
pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan
penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

b. Sumber Daya Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari
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kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.Manusia
merupakan sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang
diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik.Selain
sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi
perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
c. Karakteristik Pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal
dan organisasi informal yang akan teerlibat dalam pengimplementasian
kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan
sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen
pelaksananya.
d. Aktivitas Pengamatan Dan Komunikasi Interorganisasional
Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif,
menurut Van Metter dan Varn Horn apa yang menjadi standar tujuan
harus dipahami oleh para individu yang bertanggung jawab atas
pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan
harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam
kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan
tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konnsisten dengan
seragam (consistency uniformity) dari dan berbagai sumber informasi.
e. Disposisi Atau Sikap Pelaksana
Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn sikap atau

penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi
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keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.Hal ini
sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah
berhasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan
atau persoalan yang mereka rasakan.
f. Kondisi Ekonomi Sosial Dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja
implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut
mengundang keberhasilan kebijakan publik. Dalam kondisi lingkungan
masyarakat sangat sering ditemukan perselisihan antara ras di
lingkungan itu sendiri, hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah
setempat dan masyarakat itu sendiri, mata pencaharian yang tidak
menjamin kebutuhan sandang dan pangan sehingga sangat sulit untuk
membantu swadaya ekonomi kebutuhan rumah yang akan dibangun,
masalah yang begitu sangat kompleks. Lingkungan sosial, ekonomi dan
politik yang tidak kondusif menjadi sumber masalah dari kegagalan
kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi
kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif
sangat mempengaruhi berjalannya proses bejalannya program

Dari beberapa definisi kebijakan publik diatas, dapat dikatakan
bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian tindakan yang
diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang telah

ditetapkan dengan memecahkan segala permasalahan yang ada.
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2. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang secara luas mempunyai makna
pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi,
prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuku mejalankan
kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan akan atau
program-program.

William N. Dunn (2003) dalam menyatakan bahwa Pelaksanaan
atau Implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan
rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan
untuk bertindak) yang dibuat oleh pejabat pemerintah dan badan yang
diformulasikan dalam faktor-faktor baik administrasi, kesehatan,
kesejahteraan sosial, ekonomi, dan sebagainya. Implementasi ialah
aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan serta merupakan
suatu upaya untuk mencapai tujuan dengan sarana dan prasarana dan
dalam urutan waktu secara ekslusif. Implementasi kebijakan pada
dasarnya merupakan upaya untuk mencapai tujuan yang sudah
ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan
kebijakan itu. (Desyra, 2021)

Van meter dan Horn dalam Winarno, (2008:146) membatasi
implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
individu-individu (kelompok- kelompok ) pemerintah yang di arahkan
untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam keputusan-

keputusan kebijakan sebelumnya. Yang perlu ditekankan di sini adalah
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tahap implementasi kebijakan tidak akan di mulai sebelum tujuan-
tujuan dan sasaran-saran ditetapkan atau diidentifikasikan oleh
keputusan-keputusan kebijakan dengan demikian, tahap implementasi
terjadi hanya setelah undang- undang di tetapkan dan dana di sediakan
untuk membiayai pelaksanaan program tersebut. Implementasi
kebijakan menjadi salah satu tahap saja dari sekian tahap kebijakan
publik. Dalam hal ini berarti implementasi kebijakan hanya merupakan
faktor penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan
dalam memecahkan persoalan-persoalan publik. (Desyra, 2021)

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada
aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem,
implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang
terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Azahrya, Tahir, and
Yahya 2023)

Implementasi kebijakan akan berhasil jika ditentukan oleh banyak
faktor, kemudian masing-masing faktor tersebut sama-sama
berhubungan satu dan lainnya. Keberhasilan implementasi kebijakan
ditentukan oleh model implementasi yang menjamin kompleksitas
masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Kebijakan
implementasi seperti ini tentunya di inginkan ialah model yang semakin
operasional sehingga mampu menjelaskan hubungan kualitas antar

faktor yang terkait dengan kebijakan.
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C. Gambaran Umum Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

1.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
adalah  program  pemerintah  berupa stimulan ~ untuk
membangun/meningkatkan kualitas rumah kepada dan membangun
baru rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
MBR ialah Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli
sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh
rumah. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) merupakan
kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni.
Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) merupakan kegiatan
pembangunan rumah baru yang layak huni.

Perumahan Swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas
prakarsa dan upaya Masyarakat, baik secara sendiri atau
berkelompok yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau
Pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum (PSU) adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan
kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat
berfungsi secara sehat, aman dan nyaman. Pemberian stimulan untuk
perumahan swadaya dimaksud untuk mendorong Lembaga Keuangan
Mikro (LKM) atau Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) agar
dapat memfasilitasi perbaikan/pembangunan rumah atau perumahan

melalui pembiayaan yang mudah diakses Masyarakat Berpenghasilan
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Rendah (MBR) serta mendorong pemerintah daerah untuk
memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan perumahan swadaya.
Tujuan bantuan stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah untuk
memberdayakan MBR agar mampu membangun/meningkatkan
kualitas rumah secara swadaya.

Kriteria dan Persyaratan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS)

Kriteria dan persyaratan dibagi menjadi dua yaitu kriteria
Kabupaten atau Kota yang akan mendapatkan alokasi BSPS harus
memenuhi Kkriteria umum dan atau kriteria khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2018
meliputi:

a. Kriteria Umum
1. Tingkat kemiskinan di daerah kabupaten/kota.
2. Jumlah kekurangan rumah terhadap jumlah rumah tangga.
b. Kriteria Khusus
1. Program Khusus
a) Perintah langsung Presiden
b) Program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.
c) Kegiatan berdasarkan wusulan Kementerian/Lembaga/
Lembaga tinggi negara sesuai basis data terpadu atau data

lapangan.
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d) Kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama.

Kemudian syarat yang harus dipenuhi penerima bantuan sebagai
penerima BSPS merupakan MBR berdasarkan pasal 11 poin 1 adalah
sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga.

2. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah.

3. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-
satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.

4. Belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk
program perumahan.

5. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah
provinsi.

6. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan
tanggung renteng.

Sesudah persyaratan sebagai penerima bantuan terpenuhi maka
syarat yang harus dipenuhi selanjutnya akan dilihat dari kriteria
obyek bantuan atau rumahnya sebagai berikut:

1. Rumabh tidak layak huni yang berada di atas tanah:
a) Dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya
b) Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi
c¢) Tidak dalam status sengketa, dan

d) Penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang

2. Bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh
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masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai
bangunan paling tinggi 45 m2
3. Terkena kegiatan konsolidasi tanah atau relokasi dalam rangka
peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman,
dan/atau
4. Terkena bencana alam, kerusuhan sosial dan/atau kebakaran
Kriteria Rumah Tidak Layak Huni
a) Mempunyai konstruksi bangunan yang membahayakan
penghuninya
b) Mempunyai tingkat kelembapan yang tinggi, dan tidak atau
kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan
c) Atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh
d) Rusak berat
e) Rusak sedang dan luas ruangan tidak memenuhi standar
minimal luas per orang yaitu 9 m2.
Standar Rumah Layak Huni
Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan
keselamatan bangunan dan kesehatan penghuninya serta kecukupan
minimum luas  bangunan.BerdasarkanHabitat for Humanity
Indonesia, terdapat 3 poin penting yang harus kita ketahui dan di
terapkan sebagai syarat sebuah rumah bisa dianggap sebagai rumah
layak huni. (Priadi 2018)

a. Memenuhi Persyaratan Keselamatan Bangunan
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Pertama yang harus kita ketahui sebagai salah satu ketentuan
rumah layak huni adalah keselamatan bangunan. Hal ini bisa kita
capai dengan menerapkan standar mengenai struktur bangunan
yang terdiri dari struktur bawah bangunan atau pondasi, struktur
tengah bangunan atau ring balok, serta struktur atas bangunan
atau atap. Ketika kita menerapkan standar keselamatan bangunan
maka standar kualitas dan kompetensi bangunan yang tertuang
dalam sertifikasi dan standarisasi akan tercapai. Dengan
diterapkannya standar tersebut, kesempatan terjadinya kegagalan
bangunan dapat di minimalisir.

Menjamin Kesehatan Bagi Para Penghuninya

Selain harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan,
poin penting kedua yang harus kita penuhi untuk mewujudkan
rumah layak huni yaitu bangunan harus menjamin kesehatan
para penghuninya. Hal ini dapat di capai dengan menerapkan
standar pencahayaan, penghawaan dan fasilitas sanitasi
bangunan.

Memenuhi Kecukupan Luas Minimum Poin

Poin penting terakhir yang harus kita terapkan untuk
membangun sebuah rumah layak huni yaitu kecukupan luas
minimum bangunan adalah Memenuhi Kecukupan Luas
Minimum. Sebuah rumah yang memiliki fungsi utama sebagai

hunian, selain harus memenuhi syarat keamanan gedung dan
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dapat menjamin kesehatan para penghuninya, juga harus
memenuhi kecukupan luas minimum ruangan. Rumah yang
menjadi tempat tinggal harus memiliki ruang tidur dan ruang
serbaguna serta dilengkapi dengan fasilitas sanitasi.

D. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir yaitu alur pemikiran peneliti dalam melakukan
penelitian sebagai berikut :

Peneliti ingin meneliti Implementasi Program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) untuk menciptakan rumah layak Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Maluku Tenggara dengan
harapan ingin lebih memahami dan mengetahui realita yang terjadi pada
program tersebut guna mempermudah peneliti menganalisis apa yang
sebenarnya terjadi pada program ini oleh sebab itu peneliti menggunakan
model Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS)

1. Mengembangkan pembangunan perumahan dan permukiman
yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat

2. Meningkatkan fasilitasi dan upaya pemberdayaan masyarakat
dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak

3. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembangunan
perumahan

4. Meningkatkan kapasitas SDM dan pelaku pembangunan

Perumahan Setelah memahami lebih dalam mengenai



Implementasi Kebijakan

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk
menciptakan rumah layak Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) di Kabupaten Maluku Tenggara, peneliti juga berharap hasil
dari penelitian ini dapat memberi kontribusi positif terhadap
implementasi kebjakan program ini kedepannya, yakni sebagai acuan
terhadap implementasi yang akan datang, dengan demikian
implementasi program ini berjalan dengan baik sehingga Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ada di Kabupaten Maluku
Tenggara khususnya di Kecamatan Kei Kecil dapat menempati

rumah yang layak, aman, nyaman, dan sehat.
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Untuk memahami alur berfikir peneliti dalam melakukan
penelitian, berikut adalah bagan sederhana kerangka berfikir peneliti:

Gambar 1

Bagan Kerangka Pikir

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya Di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara

Indikator Implementasi Kebijakan: Faktor yang mempengaruhi :
1. Standar Dan Tujuan
Kebijakan
2. Sumber Daya Kebijakan 1. Data Masyarakat
3. Kondisi Ekonomi Sosial Penerima
dan Politik 2. Kerjasama antar

o] Stakeholder

3. Swadaya Masyarakat

4. Bahan Material
Pembangunan

5. Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi

6. Partisipasi Masyarakat

Implementasi Program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya
Di Kecamatan Kei Kecil

VN

v
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E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku

Tenggara dengan menggunakan indikator Implementasi Kebijakan yaitu :

1. Standar dan tujuan kebijakan

2. Sumber daya kebijakan

3. Kondisi ekonomi Sosial dan politik

F. Deskripsi Fokus Penelitian
Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijabarkan, selanjutnya

penulis akan mendeskripsikan Model Implementasi Kebijakan sebagai berikut:

1. Standar Dan Tujuan Kebijakan

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya
menegaskan standar dan sasaran jelas yang harus dicapai oleh pelaksana
kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas
tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Perlu menjabarkan

standar dan tujuan kebijakan suatu program.

2. Sumber Daya Kebijakan

Implementasi kebijakan mempunyai tingkat keberhasilan yang

sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang
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tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang berkualitas sesuai
dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah
ditetapkan secara politik. Padahal sumber daya manusia, sumber daya
finansial dan waktu menjadi faktor penting dalam keberhasilan

implementasi kebijakan.

3. Kondisi Ekonomi Sosial Dan Politik

Hal terakhir yang perlu diamati untuk menilai kinerja
implementasi kebijakan adalah seputar lingkungan eksternal untuk
memicu keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan
politik yang tidak tenang menjadi akar masalah dari kegagalan kinerja
implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan
mensyaratkan kondisi - lingkungan eksternal yang tenang sangat

mempengaruhi berjalannya proses berjalannya program.



BAB II1
METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai
pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),
penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kei Kecil sebagai salah satu lokasi
penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian mengenai Implementasi Program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya Dilaksanakan pada bulan Juli sampai

dengan bulan Agustus.
B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif
yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh
subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Metode alamiah
dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk narasi pada suatu konteks khusus
yang alamiah secara keseluruhan. Permasalahan yang bersifat sosial dan dinamis
yang akan dikaji oleh penulis, oleh karena itu penulis menentukan cara mencari,
mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut

dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini dapat

28
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digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya wawancara yang mendalam
sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
fenomenologi merupakan penelitian yang mempelajari masalah-masalah
dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-
kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang
sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomenal,
pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta
yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan.

Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif
berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dapat
dikonstruksikan menjadi sebuah hipotesis dan teori. Sehingga dalam
penelitian kualitatif, kajian data dilakukan untuk membangun hipotesis dan
teori. Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mencoba
untuk menggambarkan Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan
(BSPS) Di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara agar
masyarakat dapat merasakan rumah layak huni yang aman dan sejahtera.

C. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif ini tidak dimaksudkan untuk membuat abstraksi dari
hasil penelitian. Dalam memperoleh informasi yang terakurat, terpercaya, baik
berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam

memahami persoalan atau permasalahan melalui informan sebagai orang yang
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benar-benar mengetahui persoalan atau permasalahan penelitian. Teknik peneliti

memilih informan yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti merupakan

teknik purposive sampling.

Tabel 2
Informan penelitian
No Nama Umur Jabatan Jumlah
1  |Afan Bachri Ifat, 45 Kepala Dinas Perumahan Rakyat 1
S.STP,M.Si dan Kawasan Permukiman
2  Ricardo Renwarin 35 Staf Bidang Penanganan BSPS 1
3  |Gani Biayau 56 Tokoh Masyarakat Ohoi dan 1
Penerima Bantuan BSPS
4 |Anawiya Temarwut i Penerima Bantuan BSPS 1
5>  [Usman Renyaan 36 Penerima Bantuan BSPS 1

Dari informan diatas, diharapkan nantinya akan mendapatkan informasi

lebih banyak mengenai Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

khususnya di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.

D.

1.

2.

Sumber Data
Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik
melalui  obsevasi maupun wawancara dengan pihak informan.
Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung
terhadap informan yang berkaitan dengan Program BSPS di Kabupaten
Maluku Tenggara, salah satunya adalah Kepala Dinas Perumahan dan
kawasan Permukiman atau instansi terkait.
Data Sekunder

Data Sekunder merupakan dokumen atau literatur-literatur dari Badan Pusat
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Statistik (BPS), internet, artikel, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti. Mengambil dan menggunakan sebagian atau

seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat dan dilaporkan merupakan

pengumpulan data sekunder yang dilakukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1.

Metode observasi yaitu metode dengan pengumpulan data yang digunakan
untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan terhadap objek
obeservasi dengan langsung merasakan serta berada dalam aktivitas
kehidupan objek pengamatan. Teknik pengumpulan data dengan
pengamatan secara langsung objek penelitian dengan mencatat gejala
gejala yang ditemukan di lapangan untuk mempelajari data-data yang
diperlukan sebagai acuan yang berkenaan dengan topik penelitian.

Metode wawancara, yaitu dengan wawancara mendalam dan wawancara
bertahap. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil
bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau
tidaknya menggunakan pedoman wawancara, dalam hal ini pewawancara
terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama dengan informan.
Sedangkan wawancara bertahap adalah wawancara yang dilakukan secara
bertahap dan pewawancara tanpa harus terlibat dalam kehidupan sosial
informan (Priadi 2018).

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan
dokumen, catatan catatan, surat-surat, laporan, serta sumber sumber yang

ada dilokasi tempat penelitian yang relevan dengan objek penelitian.
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F. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan hal-hal yang
penting tentang penelitian dengan mencari tema dan pola hingga memberikan
gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data
Penyajian data dimaksudkan yakni sebagai sekumpulan informasi tersusun
yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan
tindakan. Bentuk uraian atau teks yang bersifat naratif, bagan dan dalam bentuk
tabel merupakan penyajian data ini dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan
Pada tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu tahap
lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data.
Artinya, interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah
dokumen. Setelah itu didapatkan kesimpulan, peneliti kemudian mengecek
ulang proses reduksi dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan
yang dilakukan. Maka, teknik analisis data kualitatif dimaksudkan dengan
melakukan reduksi data dan menyajikan data dengan analisa mengenai masalah
yang ditemukan dilapangan, sehingga ditemukan gambaran yang jelas tentang

objek yang diteliti kemudian menarik kesimpulan.
G. Teknik Pengabsahan Data
1. Triangulasi Sumber

Mempergunakan berbagai sumber data/informasi. Mengelompokkan para

pemangku kepentingan program dan mempergunakannya sebagai sumber
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data/informasi yang merupakan triangulasi sumber. Kemudian orang yang
melakukan evaluasi harus menggunakan sebanyak mungkin kelompok-kelompok
serta para anggota kelompok pemangku kepentingan dalam evaluasi.

Triangulasi Teknik

Sejumlah evaluator atau tim evaluator dalam satu proyek evaluasi
menggunakan teknik triangulasi ini. Wawancara, observasi, studi kasus, kelompok
fokus atau informan kunci merupakan metode para evaluator menggunakan metode
kualitatif yang sama. Temuan dari setiap evaluator dibandingkan, jika hasil temuan
yang sama dari berbagai evaluator, maka validitas temuan dapat diterapkan.
Diperlukan studi lebih lanjut untuk menentukan perbedaan tersebut jika temuan
para evaluator berbeda satu sama lain.

Triangulasi Waktu

Dalam triangulasi dengan waktu yakni untuk menguji kredibilitas data yang
dilakukan dengan cara mengecek data dengan teknik wawancara dipagi hari pada
saat narasumber masih segar, serta pada sore hari saat narasumber sudah merasa
lelah dan dipenuhi oleh banyak masalah. Apabila data yang dihasilkan berbeda ,

akan dilakukan secara berulang-ulang hingga ditemukan kepastian datanya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Peneitian

1.

Gambaran Umum Kabupaten Maluku Tenggara
Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebuah kabupaten yang

termasuk dalam wilayah Provinsi Maluku, Indonesia. Pembentukan

Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 1952. Pusat pemerintahan
Kabupaten Maluku Tenggara awalnya di Tual tetapi dipindahkan
ke Langgur pada tahun 2007.

Kabupaten Maluku Tenggara yang terletak di Provinsi Maluku.
Secara astronomi Kabupaten Maluku Tenggara terbentang pada koordinat
5°12° 19,427” - 6° 06’ 18,275 Lintang Selatan dan 132° 21’ 39,082 -
133° 15° 31,442” Bujur Timur selanjutnya secara geografis, wilayah
Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai batas-batas wilayah sebagai
berikut :

» sebelah utara : Laut Banda
» sebelah selatan : Laut Arafura
» sebelah barat : Laut Arafura

> sebelah timur : Kota Tual dan Laut Banda
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Gambar 2

Peta Administrasi Kabupaten Maluku Tenggara

@ - ] PAAL I TEASCR O A FTECIVITEIES A L A A -
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Sumber : BPS Maluku Tenggara, 2023

Kabupaten Maluku Tenggara memiliki 11 kecamatan, 1
kelurahan, dan 190 desa dengan luas wilayah 1.031,81 km? dan
jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara diperkirakan
berjumlah 128.239 jiwa. Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara
sebagian besar adalah suku Kei, Tanimbar, Tionghoa, Bugis,
Ambon, dan Minahasa. Ada pula yang berasal dari suku Flobamora
dan Papua.

Kabupaten Maluku Tenggara merupakan daerah yang
penduduknya lumayan padat dengan tingkat kemiskinan yang
ekstrim. Karena pendapatan Masyarakat yang tidak sesuai dengan
kebutuhan sehari-hari, berikut jumlah penduduk berdasarkan jumlah
penduduk dan kecamatan. (Sumber : Kabupaten Maluku Tenggara

Dalam Angka 2022)
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Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan

Kabupaten Maluku Tenggara

Jenis Kelamin
No Kecamatan Jumlah
Laki-laki | Perempuan
1 Kei Kecil 17. 626 17.626 34.764
2 Kei Kecil Barat 3.990 3.888 7.878
3 Kei Kecil Timur 4.388 4518 8.906
4 Hoat Sorbay 5.205 5.362 10.567
o) Manyeuw 3.194 3.140 6.334
6 Kei Kecil Timur 2.934 3.034 5.968
Selatan
7 Kei Besar 9.911 10.128 20.039
8 Kei Besar Utara 6.398 6.598 12.996
Timur
9 Kei Besar Selatan 3.489 3.556 7.045
10 Kei Besar Utara 4.962 4.976 9.938
Barat
11 Kei Besar Selatan 1.869 1.935 3.804
Barat
Jumlah 66.478 64.761 128.239

Sumber Data : BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2023
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2. Gambaran Khusus Lokasi Penelitian
Secara khusus penelitian ini berada di Kecamatan Kei Kecil,
Kabupaten Maluku Tenggara, alasannya karena merupakan salah satu
Kecamatan yang menerima Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BPSP). Luas wilayah Kecamatan Kei Kecil 109,27 km2
yang terletak pada ketinggian 0-80 mdpl yang meliputi 17 desa yaitu :
Ngabub, Ibra, Sathean, Faan, Langgur,, Kel. Ohoijang Watdek,
Kolser,Kelanit, Ohoidertawun, Letman, Wearlilir, Loon, Ohoider Atas,
Dunwahan, Sitniohoi, Ohoijang, dan Watdek. Secara geografis
Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara berbatasan dengan:
> Sebelah utara : Kota Tual
> Sebelah selatan : Kec. Hoat Sorbay dan Kec. Kei Kecil Timur
» Sebelah barat : Kota Tual, Kec. Manyeuw dan Kec. Hoat Sorbay
> Sebelah timur : Kota Tual
a. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan,
kawasan pemukiman dan pertanahan mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang
perumahan rakyat, kawasan pemukiman, dan pertanahan melalu
Sekretaris Daerah. Dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara

Nomor 11 Tahun 2017, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
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Pemukiman dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan

fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan
permukiman dan bidang pertanahan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan
permukiman dan bidang pertanahan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan
dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan dan
kawasan permukiman dan bidang pertanahan;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Dinas

Tugas pokok Kepala Dinas yaitu memimpin dinas dalam

meyelenggarakan  koordinasi,  pembinaan, = pengawasan  dan

pengendalian kegiatan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman. Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan

b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis Bidang Perumahan,

Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan dengan
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mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh
Sekretariat, Bidang, Subbagian dan seksi

c. Pendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidang
tugas dinas dengan memberi petunjuk dan membimbing agar tugas
dilaksanakan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien

d. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
pertanahan dalam mendukung pengembangan dan pembangunan
daerah

e. Pengkoordinasian tugas pengendalian, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah di bidang
perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan; dan

f. Pelayanan penunjang = pelaksanaan dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah terkait masalah perumahan rakyat dan
kawasan permukiman, pertanahan.

4. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum dan

anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian,

keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi

penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan

kerumahtanggaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan.
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Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Perencanaan operasional urusan umum dan anggaran,
pemantauandan  evaluasi,  ketatausahaan,  kepegawaian,
keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana,
koordinasi penyusunanperundangan, pengelolaan barang milik
negara, dan kerumahtanggaan Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan;

b) Pengelolaan wurusan umum dan anggaran, ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, barang milik negara, dan
kerumahtanggaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan;

c) Pemantauan, evaluasi.. dan pelaporan pelaksanaan tugas
kesekretariatan;

d) Pengoordinasian umum dan anggaran, ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, organisasi dan tata laksana,
penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan
kerumahtanggaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan;

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bidang sekretariat meliputi dua sub bagian sebagai berikut:

a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, data
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dan informasi publik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan.

b) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan  ketatausahaan Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan.

5. Bidang Perumahan
Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pendataan,
perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan
danevaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada
tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundangan.

Dalam menjalankan tugas pokok yang dimaksud, Bidang

Perumahan memiliki fungsi :
a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan

Bidang Perumahan;

b) Penyelenggaraan kegiatan Bidang Perumahan;

c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perumahan;

d) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan; dan

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan terdiri atas : Seksi Pendataan dan Perencanaan,

Seksi Penyedia dan Pembbiayaan, Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
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a) Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan
pendataandan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem
pembiayaan bidang perumahan.

b) Seksi Penyediaan dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan
penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan.

¢) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan
pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang
perumahan.

6. Bidang Kawasan Permukiman
Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan
pendataan, perencanaan, pencegahan dan Peningkatan Kualitas Rumah
Swadaya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan
danpengendalian Kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugas pokok
yang dimaksud di atas,Bidang Kawasan Pemukiman mempunyai fungsi :
a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
Bidang Kawasan Permukiman;
b) Penyelenggaraan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman;
¢) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kawasan
Permukiman;
d) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman; dan
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari atas :
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a) Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan
pendataandan perencanaan kawasan permukiman.

b) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Rumah Swadaya perumahan kumuh dan permukiman
kumubh.

c) Seksi Manfaat dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan
pemanfaatandan pengendalian kawasan permukiman.

7. Bidang Pertanahan

Bidang  Pertanahan  mempunyai tugas  melaksanakan
penyiapanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi
dan pelaporandi bidang penerbitan izin lokasi, izin membuka tanah,
inventarisasi dan izin pemanfaatan tanah kosong, pengadaan tanah
untuk kepentingan umum,ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pembangunan, tanah ulayat,sengketa tanah garapan dan penggunaan
tanah, subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah
kelebihan maksimum dan tanah absentee. Untuk melaksanakan tugas
pokok yang dimaksud di atas, Pertanahan mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
Bidang Pertanahan;

b) Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pertanahan;

c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pertanahan;

d) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan; dan
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e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengantugas dan fungsinya.

Bidang Pertanahan terdiri dari atas :

a) Seksi Perizinan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta
evaluasi dan pelaporan di bidang peneribitan izin lokasi, izin
membuka tanah, inventarisasi dan izin pemanfaatan tanah kosong.

b) Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan
pelaporan di bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum,
ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan
obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugiantanah kelebihan
maksimum dan tanah absentee.

c) Seksi Tanah Ulayat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahanperumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan
pelaporan di bidang tanah ulayat, sengketa tanah garapan dan
penggunaan tanah.

8. Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan
beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan.
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi

dankelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
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integrasi  dansinkronisasi baikdalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta
dengan instansilain sesuai dengan tugas masing-masing yakni: Setiap
pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, Setiap
pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta
menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya, Setiap laporan yang
diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya, Dalam
penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi
bertanggungjawab masing- masing dalam rangka pemberian bimbingan
kepada bawahan, yang diharapkan mengadakan rapat-rapatberkala,
Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan

organisasi dan/atau pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan
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pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural
dan/atau staf dilingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang
tugasnya, Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan
pembinaan terhadap kedisiplinan dan Peningkatan Kualitas Rumah
Swadaya sumberdaya pegawai pada bawahannya, Masing-masing
pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada pimpinan danatau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki
jenjang jabatan.
9. Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebagai berikut :
a. Visi “Terwujudnya Masyarakat Maluku Tenggara yang mandiri,
cerdas, demokratis dan berkeadilan”
b. Misi
a) Mengoptimalkan kinerja dan kapasitas pemerintah Kabupaten
Maluku Tenggara
b) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dan
perlindungan sosial
c) Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan berdaya saing
d) Mempercepat pembangunan infrastruktur dalam  rangka

konektivitas
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e) Mengembangkan pembangunan berbasis kewilayaan dengan
pendekatan Prospherity Approach berbasis budaya kearifan lokal
dan Masyarakat hukum adat

Gambar 3

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pernukiman dan Pertanahan,
2023
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B. Hasil Penelitian
1. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di
Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara
Implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di
Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara
1. Standar dan Tujuan Kebijakan
Untuk mengukur kinerja dari suatu implementasi kebijakan tentunya dengan
menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana
kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat
ketercapaian standar dan sasaran tersebut.
Berikut ini beberapa hasil wawancara dari beberapa informan di lapangan untuk
menganalisa standar dan tujuan kebijakan suatu program,.
Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu penerima Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS), Ibu Anawiya Temarwut sebagai berikut :
”Sebagai salah satu penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS), kita sebagai masyarakat yang menjadi sasaran dari bantuan yang
dirancang oleh pemerintah wajib memenuhi persyaratan yang telah
ditetapkan, sebagai masyarakat kita harus mampu berswadaya dengan
melengkapi berkas berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduuduk
(KTP) dari istri dan suami, akte tanah dan SPORADIK (Surat Pernyataan
Penguasaan Fisik Bidang Tanah).” (Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023).
Berdasarkan tanggapan informan di atas, oleh karena itu ditarik sebuah
kesimpulan bahwa untuk menjadi anggota penerima dari Program Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang paling utama dipenuhi oleh

masyarakat yaitu harus mampu berswadaya, selain itu masyarakat juga harus
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melengkapi berkas atau data berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dari

Istri dan Suami, akte tanah dan Sporadik.

Selanjutnya wawncara dengan Staf Bidang Penanganan Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) Bapak Ricardo Renwarin sebagai berikut :

“Pada tahun 2018, 2019, dan 2020 dengan anggaran bantuan sebesar Rp.
17.500.000 untuk setiap unit rumah Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya, kemudian untuk tahun 2021 dan 2022 anggaran bantuan untuk
satu unit rumah bertambah hingga menjadi Rp.20.000.000. Pada dasarnya
Program BSPS memiliki tujuan untuk melahirkan Rumah Layak Huni
(RTH), program ini terbagi menjadi dua yaitu Pembangunan Baru dengan
bantuan dana sebesar Rp.50.400.000, pembangunan baru dilakukan apabila
dalam satu rumah terdiri dari 2 kepala rumah tangga atau lebih, kemudian
selanjutnya Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya atau lebih dikenal
dengan program bedah rumah dengan bantuan dana sebesar Rp.
20.000.000,. (Wawancara Senin, 14 Agustus 2023).

Hasil Realisasi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Tabel 4

Tahun Anggaran 2018-2022

Rumah

No | Program Kegiatan | Kecamatan | Jumlah Tahun
BSPS Peningkatan | Kei Besar 103 2018
Kualitas Utara Timur
Rumah
Swadaya
BSPS Peningkatan Kei Kecil 1127y 2018
Kualitas Timur
Rumah
Swadaya
BSPS Peningkatan Kei Besar 215 2019
Kualitas Utara Timur
Rumah
Swadaya
BSPS Peningkatan Kei Kecil 100 2020
Kualitas Timur
Rumah
Swadaya
BSPS Peningkatan Kei Kecil 60 2021
Kualitas




Swadaya

BSPS

Peningkatan
Kualitas
Rumah
Swadaya

Kei Kecil
Barat

40

2021

BSPS

Peningkatan
Kualitas
Rumah
Swadaya

Hoat Sorbay

80

2022

BSPS

Peningkatan
Kualitas
Rumah

Swadaya

Kei Besar
Selatan

25

2022

BSPS

Peningkatan
Kualitas
Rumah
Swadaya

Kei Besar

112

2022

BSPS

Peningkatan
Kualitas
Rumah
Swadaya

Kei Besar
Utara Barat

20

2022

Total

952

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2023
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Sejalan dengan anggapan informan di lapangan, hingga ditarik sebuah

simpulan Program BSPS telah berjalan sejak tahun 2018, 2019, dan 2020 dengan

anggaran bantuan sebesar Rp. 17.500.000 untuk setiap unit rumah, kemudian

untuk tahun 2021 dan 2022 anggaran bantuan untuk satu unit rumah bertambah

hingga menjadi Rp.20.000.000 dalam 1 unit rumah.

Selanjutnya dijelaskan oleh Kepala Dinas Afan Bachri Ifat dalam

wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“Isu strategis Kabupaten Maluku Tenggara terkait urusan perumahan paling
besar yaitu ada 2, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan Backlog yaitu
Kesenjangan kebutuhan rumah dan ketersediaan rumah, nah apa skenario
untuk menangani itu 2 isu strategis adalah program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) terkhusus untuk program BSPS skenarionya
ada 3 yaitu Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PK), Pembangunan Baru
(PB), dan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU), BSPS terdiri atas 3 yaitu
Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Rp. 20.000.000, Pembangunan Baru
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Rp. 50.400.000, Prasarana dan Sarana Utilitas”. (Wawancara Kamis, 10
Agustus 2023).

Maka dapat disimpulkan bahwa standar dan tujuan kebijakan yang
menerima bantuan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan Backlog untuk tiga alur yaitu
Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PK) Rp. 20.000.000, Pembangunan Baru

(PB) Rp.50.400.000, dan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU).

Sebagaimana  dijelaskan  oleh tokoh masyarakat sekaligus penerima
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bapak Gani Biayau dalam
wawancara mengatakan bahwa:

“Standar bagi yang menjadi penerima bantuan dalam Program Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus memenuhi kriteria atau aturan-

aturan yang berlaku karena disurvei langsung oleh yang terkait dengan

pemerintah desa, baru dilaporkan ke Dinas Perkim. Untuk mendapatkan
program tersebut yaitu harus berpenduduk di sini seperti KTP, KK, betul-
betul ada kriteria tersendiri- yang memenuhi persyaratan. Proses yang
dilakukan sebelum masyarakat mendapatkan program bantuan tersebut
disurvei ada sekitar lima bulanan, target yang diberikan untuk desa itu harus
100% dan alhamdulillah programnya tuntas tahun ini, maksudnya yang

menerima artinya tidak layak huni rumahnya (RTLH)”. (Wawancara Selasa
15 Agustus 2023)

Sejalan dengan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa
dalam menerima bantuan program BSPS di Ohoi Watdek harus memenuhi kriteria
atau aturan-aturan yang berlaku karena disurvei langsung oleh pemerintah desa,
setelah itu baru dilaporkan ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan dengan syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan dari program ini
masyarakat harus berpenduduk asli desa yang mendapatkan BSPS. Sebelum
mendapatkan bantuan masyarakat di survei terlebih dahulu dimana proses ini

dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat sekitar lima bulan dengan target
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yang diberikan kepada desa itu harus 100% sehingga programnya berjalan dengan

lancar.

Calon penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan oleh

Dinas Perkim Maluku Tenggara tentang penerima bantuan perbaikan rumah tidak

layak huni dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dipenuhi dan

diusulkan oleh pihak Kelurahan RT/RW setempat sebelum diserahkan dan

diverifikasi sesuai kriteria oleh Kantor Dinas Perkim adapun persyaratan sebagai

berikut:

a.

Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga (KTP/KK Kabupaten
Maluku Tenggara)

Memiliki atau menguasai tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki
legalitas (Bukti kepemilikan tanah yang sah), tidak status sengketa dan
sesuai tata ruang.

Memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi yang tidak
layak huni dan tidak memadai ditinjau dari aspek konstruksi dan
keselamatan bangunan.

Belum pernah mendapatkan bantuan serupa dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, (Program BSPS, dan
Program RTLH).

Kondisi perekonomian pemilik rumah dipandang kurang mampu dengan
berpenghasilan rendah.

Diutamakan  yang telah memiliki keswadayaan berencana dan

meningkatkan kualitas rumahnya.
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Wawancara selanjutnya dengan Staf Bidang Penanganan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) Bapak Ricardo Renwarin yakni sebagai berikut :

“Sebagai penerima bantuan Program BSPS selain harus melengkapi

kelengkapan berkas, ada beberapa proses selanjutnya yang akan ditempuh

oleh si penerima bantuan, langkah pertama adalah harus terdapat dalam data
base perumahan, data base ini berdasarkan usulan dari desa masing-masing,
kemudian mengumpulkan data berupa foto rumah tampak depan, sisi kanan,
sisi kiri dan foto secara keseluruhan dan penghasilan penerima Program

BSPS harus memiliki penghasilan dibawah standar UMP, untuk Maluku,

UMP pada tahun 2022 yakni Rp. 2.619.312,-". (Wawancara Senin, 14

Agustus 2023).

Sejalan tanggapan informan di atas, ditarik kesimpulan bahwasanya dalam
mendapatkan bantuan Program BSPS sctelah melengkapi kelengkapan berkas, ada
beberapa proses yang dilewati yaitu si penerima harus terdaftar dalam data base
perumahan, data base perumahan bersumber dari usulan masing-masing desa, dan
apabila terlah terdaftar maka calon penerima BSPS harus mengumpulkan foto
rumah dari sisi depan, samping kiri, samping kanan dan foto secara utuh
kemudian penghasilan yang didapatkan calon penerima harus dibawah Upah
Minimum Provinsi (UMP), dan untuk Provinsi Maluku memiliki UMP untuk
tahun 2022 sebesar Rp. 2.619.312,-.

Wawancara selanjutnya dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukinan dan Pertanahan, Bapak Afan Bachri Ifat sebagai berikut berikut :

“Pada dasarnya Program BSPS adalah ditujukan untuk masyarakat yang

berpenghasilan rendah dan mampu untuk berswadaya bukan untuk

masyarakat miskin, bukan berarti kami menutup mata untuk masyarakat
miskin, kami juga prioritaskan masyarakat miskin dengan syarat masyarakat

tersebut mampu untuk berswadaya.” (Wawancara Kamis, 10 Agustus 2023).

Sebagaimana tanggapan informan di atas, ditarik sebuah kesimpulan

bahwasanya Program BSPS ditujukan untuk masyarakat yang memiliki
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penghasilan rendah atau dibawah standar Upah Minimum Provinsi, program ini
bukan ditujukan untuk masyarakat miskin, akan tetapi bukan berarti pemerintah
menutup mata untuk masyarakat miskin, masyarakat miskin tetap menjadi
prioritas akan tetapi dengan syarat masyarakat tersebut mampu berswadaya.

Sejalan dengan wawancara penerima penerima Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS), Bapak Usman Renyaan sebagai berikut:

“Program ini khusus ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan

rendah, bukan untuk masyarakat miskin, tetapi masyarakat miskin juga

menjadi penerima bantuan ini apabila mampu berswadaya, program ini
disosialisasikan ke masyarakat, dan catatan yang penting diketahui bahwa
yang mendapat bantuan yaitu mampu berswadaya dan berkomitmen dalam
membangun rumah. Swadaya itu bisa berupa bahan untuk membangun
rumah seperti kayu, dan missal apabila swadaya yang dimiliki berupa kayu,
maka pada saat survei lapangan kami harus menujukkan kayu atau apabila
swadaya yang kami miliki berupa uang maka harus menujukkan buku

tabungan. (Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023).

Sebagaimana anggapan penerima bantuan di atas, ditarik sebuah simpulan
bahwasanya Program BSPS ini ditujukan untuk masyarakat yang memiliki
penghasilan rendah, akan tetapi masyarakat miskin dengan syarat mampu
berswadaya dan berkomitmen dalam proses pembangunan rumah dalam program
ini juga tetap ditujukan. Dinas Perkimtan melakukan sosialiasasi ke masyarakat
dalam mendapatkan program bantuan ini yaitu harus berkomiten dan berswadaya,
baik itu berupa uang yang ditunjukkan dalam bentuk buku rekening atau dalam
bentuk kayu atau bahan pembangunan rumah yang juga harus ditunjukkan kepada
pihak yang mensurvei ke lapangan.

Tokoh masyarakat sekaligus penerima Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya (BSPS) Bapak Gani Biayau dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Kami tokoh masyarakat desa dengan Dinas Perkimtan berkolaborasi
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dalam melakukan interview di lapangan agar kami lebih mudah
mengetahui masyarakat yang membutuhkan bantuan sehingga dibuatkan
proposal dan diajukan ke Dinas Perkimtan. Idealnya satu KK satu rumah
itu pembangunan baru sasarannya backlog kalau Peningkatan Kualitas
Rumah Swadaya sasarannya itu rumah tidak layak huni disingkat RTLH
itu programnya Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya. Jadi, rumah tidak
layak huni itu ditingkatkan kualitasnya menjadi rumah layak huni itu di
BSPS,” (Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023)

Sependapat dengan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa
aktifitas pengamatan dan komunikasi interorganisasional ini dilakukan tokoh
masyarakat desa dengan Pemerintah Dinas Perkim dalam melakukan interview di
tengah masyarakat dengan cara mengisi kuisioner agar mudah mendapatkan
informasi mengenai masyarakat yang akan mendapatkan bantuan, setelah itu
pemerintah desa mengajukan proposal kepada kantor dinas PERKIMTAN
sehingga mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) seperti
bantuan rumah layak huni.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukinan dan Pertanahan, Bapak Afan Bachri Ifat sebagai berikut :

“Program BSPS memerlukan sinegritas antar para stakeholder, program ini

bukan hanya urusan perumahan semata, tapi juga menjadi bagian dari Dinas

Sosial, sinkronisasi antar Dinas Sosial dengan Dinas PUPR dibutuhkan

karena sasarannya merupakan masyarakat berpenghasilan rendah sehingga

dibutuhkan sinkronisasi dari data base Dinas Sosial, begitupun dengan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagaimana diketahui bahwa

syarat menerima bantuan adalah harus memiliki KK dan KTP, selain itu

juga dibutuhkan kerjasama antar Pemerintah Desa dan Kecamatan.

Sinegritas antas para stakeholder telah terjalin hanya saja perlu ditingkatkan

untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal”. (Wawancara Kamis, 10

Agustus 2023).

Sebagaimana anggapan informan di atas, ditarik sebuah kesimpulan

bahwasanya dalam menjalankan Program BSPS dibutuhkan kerjasama antar para

stakeholder guna mensukseskan berjalannya sebuah program bantuan perumahan,



56

Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait data antar
pemerintah desa dan kecamatan memerlukan kerjasama antar dalam mengusulkan
daftar penerima bantuan.

Selanjutnya wawancara Staf Bidang Penanganan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) Bapak Ricardo Renwarin sebagai berikut :

“Program BSPS ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah,

tetapi kami juga memprioritaskan masyarakat miskin, namun dengan syarat

mampu berswadaya bukan berarti kita mengabaikan. Program ini juga bisa
untuk masyarakat miskin,. Jadi kami dari Dinas Perkim akan terjun
langsung ke masyarakat guna mensosialisasikan Program BSPS ini, semua
masyarakat boleh ikut, nah dalam sosialisasi ini kami menyampaikan syarat-
syarat yang berhak menerima bantuan ini adalah masyarakat yang mampu
berswadaya. Terkadang beberapa masyarakat dari calon penerima
mengundurkan diri sebab tidak mampu memenuhi syarat untuk

berswadaya.” (Wawancara Senin, 14 Agustus 2023).

Berdasarkan tanggapan informan di atas, ditarik sebuah simpulan
bahwasanya Program BSPS diperuntukkan untuk masyarakat yang berpenghasilan
rendah, bukan berarti tidak diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Pihak
Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan akan turun langsung ke
masyarakat untuk mensosialisasikan Program BSPS ini, semua masyarakat berhak
ikut dalam sosialisasi ini, salah satu penyampaian yang diberikan adalah syarat
menerima program ini adalah mampu berswadaya, hingga kadang kala beberapa
masyarakat mengundurkan diri dari program ini sebab belum mampu berswadaya.

Selanjutnya  wawancara ini  diperkuat dengan anggapan tokoh
masyarakat sekaligus penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Bapak Gani Biayau sebagai berikut:

“Pada dasarnya swadaya yang dimaksud dalam program BSPS ini adalah

berupa kayu, uang atau bantuan dana maupun fasilitas dalam membangun
rumah yang berasal dari anak si penerima bantuan, saudara si penerima
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bantuan atau bahkan dari tetangga si penerima, dengan catatan si penerima

menujukkan bukti swadaya yang diberikan ketika dilakukan survei oleh

pihak pelaksana program”. (Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023).

Berdasarkan wawancara di atas ditarik sebuah simpulan bahwasanya
swadaya dalam Program BSPS ini bisa bersumber dari anak penerima bantuan,
saudara penerima bantuan atau tetangga penerima bantuan, dengan catatan si
penerima menujukkan bukti fisik swadaya kepada tim survei lapangan, selain itu
yang terpenting adalah komitmen dari si penerima bantuan dalam membangun
rumah yang layak huni.

Sebagaimana semua anggapan informan di lapangan maka di tarik sebuah
simpulan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada
dasarnya terbagi dalam Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya atau bedah rumah
dengan dana sebesar Rp 20.000.000,- dan program pembangunan baru dalam
artian dalam satu rumah terdapat dua atau lebih dari kepala rumah tangga
dengan anggaran sebesar Rp 50.400.000,- dalam 1 wunit rumah. Untuk
mendapatkan bantuan harus mampu berswadaya dan berkomitmen dalam
membangun rumah, mengumpulkan KK dan KTP suami dan istri, Foto rumah
tampak depan, sisi kanan, sisi kiri dan foto utuh, menujukkan akte hibah, Sprodik
(Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah) dan menujukkan swadaya yang dimiliki
apabila dalam bentuk uang tunjukkan buku rekening dan apabila dalam bentuk
fasilitas seperti kayu maka tunjukkan kayu yang dimiliki.

Untuk mensukseskan program BSPS diperlukan kerjasama antar para
stakeholders, Dinas Sosial terkait data Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(MBR), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkair pengadaan KK dan KTP,
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Pemerintah Desa dan Kecamatan terkait pengusulan data penerima bantuan. Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permiukiman akan terjun ke masyarakat untuk
melakukan sosialissi terkait syarat-syarat penerima bantuan program BSPS, salah
satu syaratnya adalah harus mampu berswadaya sehingga ada beberapa
masyarakat yang mengundurkan diri karena tidak mampu berswadaya.
Selanjutnya pendamping yang diberikan hanya 1 orang perkecamatan dalam
pendampingan pembuatan RAB Program BSPS kurang maksimal.

Peneliti menemukan terkait sosialisasi penerima bantuan program BSPS
telah dilakukan untuk menyampaikan persyaratan penerima bantuan. Namun
pendamping yang mendampingi masyarakat hanya 1 orang perkecamatan dalam
pendampingan pembuatan RAB masih kurang maksimal.

Berdasarkan hasil observasi/pengamatan di lapangan, hasil temuan peneliti
bahwa Program BSPS atau program beda rumah adalah bantuan yang ditujukan
masyarakat yang mampu berswadaya dengan melengkapi kelengkapan berkas
berupa KK, KTP, akte hibah dan swadaya yang dimiliki dengan bantuan sejumlah
Rp 20.000.000, dalam 1 unit rumah.

2. Sumber Daya Kebijakan

Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia menjadi patokan
dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah ditetapkan
secara apolitik merupakan sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan
yang diisyaratkan kepada manusia. Sumber daya finansial dan waktu menjadi
perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan selain sumber

daya manusia,, Maka sebagaimana dijelaskan oleh Tokoh Masyarakat Ohoi
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Watdek sekaligus penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Bapak Gani Biayau dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa:
“Pemerintah Ohoi Watdek memfasilitasi masyarakat melalui Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan cara mengajukan proposal
bantuan BSPS kepada Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan kemudian bantuan dari Dinas Perkim
diserahkan kepada Pemerintah untuk dibagikan ke warga Ohoi Watdek yang
menerima bantuan BSPS tidak berupa uang tunai melainkan berupa bahan

bangunan karena ditakutkan masyarakat menyalahgunakan bantuan
tersebut”. (Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023)

Sejalan dengan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa
pemerintah Ohoi mengajukan proposal kepada Kantor Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman untuk mendapatkan bantuan BSPS yang dibagikan
kepada masyarakat yang layak mendapatkan bantuan. Bantuan berupa bahan
bangunan bukan berupa uang tunai sebab ditakutkan masyarakat
menyalahgunakan bantuan tersebut.

Kemudian wawancara dengan penerima penerima Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS), Bapak Usman Renyaan sebagai berikut:

“Sebagaimana tujuan dari program ini adalah dengan mewujudkan rumah
layak huni bagi masyarakat yang mampu berswadaya, jadi sebagai penerima
program ini tidak sepenuhnya bantuan ini berasal dari pemerintah, sebagai
masyarakat wajib memiliki swadaya baik itu berupa uang ataupun berupa
pengadaan fasilitas dalam membangun rumah. Pemerintah hanya
memberikan dana sebesar Rp 20.000.000 untuk memperbaiki rumah
menjadi lebih layak.” (Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023).

Sebagaimana anggapan informan di atas di tarik kesimpulan bahwa tujuan
Program BSPS diperuntukkan hanya untuk masyarakat yang mampu berswadaya
dan berkomitmen dalam pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat. Dan

perlu diketahui bahwa program ini merupakan program beda rumah atau
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pemerintah membantu memperbaiki rumah masyarakat agar rumah tersebut
menjadil layak untuk dihuni, bantuan ini berupa bantuan dana sebesar Rp
20.000.000, jadi masyarakat harus mampu memberikan swadaya berupa uang atau
fasilitas dalam membangun rumah. Apabila masyarakat tidak memiliki swadaya
dalam bentuk uang ataupun fasilitas pembangunan rumah maka ia tidak berhak
menjadi penerima bantuan Program BSPS.

Sebagaimana  dijelaskan  salah satu  penerima Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS), Ibu Anawiya Temarwut dalam wawancara
mengatakan bahwa:

“Saya mendapatkan bantuan BSPS dari pemerintah namun dana yang

diterima tidak mencukupi, tetapi sedikit membantu untuk menutupi

kekurangan saya memakai swadaya sendiri, sebab anggaran BSPS perKK
senilai Rp.17.500.000 dan upah tukang senilai Rp.2.500.000 selama tiga

bulan”. (Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023).

Sejalan dengan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa
bantuan BSPS yang diterima masyarakat sudah sudah sesuai aturan dan prosedur
yang telah ditetapkan namun dengan dana senilai Rp. 20.000.000 masyarakat
masih merasa bahwasanya bantuan itu masih kurang untuk memenuhi kebutuhan
pembangunan rumahnya.

Selanjutnya wawancara dengan dengan penerima Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS), Bapak Usman Renyaan sebagai berikut :

“Bantuan yang diterima berupa dana dalam 1 unit rumah sebesar Rp.

20.000.000 yang diterima dalam 2 tahap, setiap penerima akan dibuatkan

buku rekening, kemudian pada tahap pertama akan cair bantuan sejumlah

Rp 8.750.000 dalam bentuk material yang akan dipergunakan untuk

membangun rumah. Kemudian tahap kedua juga akan cair bantuan sebesar

Rp 8.750.000. sehingga jika dijumlah menjadi RP 17.500.000 kemudian

untuk Rp 2.500.000 diperuntukkan untuk membayar tukang” (Wawancara
Selasa, 15 Agustus 2023).
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Sebagaimana anggapan informan di atas, ditarik kesimpulan bahwasanya
dalam 1 unit rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp.20.000.000 yang diterima
dalam 2 tahap, tahap pertama sejumlah Rp.8.750.000 dan jumlah yang sama untuk
tahap kedua, sehingga jika ditotal menjadi Rp 17.500.000 bantuan ini diberikan
dalam bentuk bantuan fasilitas. Kemudian membayar sewa tukang yang
mengerjakan rumah di penerima bantuan sebesar Rp. 2.500.000.

Anggapan di atas diperkuat dengan pandangan pandangan Staf Bidang
Penanganan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bapak Ricardo
Renwarin, sebagai berikut:

“Bantuan pada dasarnya dalam bentuk uang sejumlah Rp. 20.000.000, akan

tetapi untuk mengindari penggunaan uang diluar kepentingan membangun

rumah oleh masyarakat maka bantuan diberikan dalam bentuk fasilitas
pembangunan rumah, yang terdiri dari tahap 1 dan tahap 2 yang
masing-masing sejumlah Rp. 8.750.000 dan Rp 2.500.000 untuk biaya
kerja tukang. Dalam proses pembangunan rumah didampingi oleh Tenaga

Fasilitator Lapangan (TFL) yang mendampingi penerima bantuan untuk

membangun rumahnya, dan mendampingi masyarakat dalam membuat

Rancangan Anggaran Belanja (RAB), yang kemudian setelah itu akan

menjadi Daftar Rencana Permintaan Barang (DRPB) yang akan diserahkan

ke toko wuntuk berbelanja bahan material pembangunan rumah”.

(Wawancara Senin, 14 Agustus 2023)

Sependapat dengan anggapan informan di atas ditarik sebuah simpulan
bahwasanya bantuan terbagi dalam 2 tahap yang diberikan dalam fasilitas untuk
pembangunan rumah sejumlah Rp 17.500.000 dan Rp 2.500.000 untuk sewa
tukang. Dalam proses pembangunan rumah layak huni, penerima bantuan
didampingi oleh tenaga fasilitas lapangan dalam membuat Rancangan Anggaran
belanja yang kemudian berubah menjadi Daftar Rencana Permintaan Barang yang

akan diserahkan ke toko material tempat berbelanja bahan material.

Selanjutnya diperkuat dengan wawancara Staf Bidang Penanganan Bantuan
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Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bapak Ricardo Renwarin sebagai berikut :

“Setiap penerima bantuan akan ditanyakan kebutuhan rumah yang
diinginkan oleh masing-masing pendamping, kemudian pendamping akan
merancang kebutuhan anggaran dalam pembangunan rumah, setelah itu
akan menjadi Daftar Rencana Permintaan Barang. Setiap penerima akan
dibagi dalam kelompok yang berbeda, sebagai contoh apabila dalam Ohoi
Watdek terdapat 20 orang penerima, 20 orang tersebut akan dibentuk
menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok penerima akan dibuatkan
struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendara dan yang
lainnya sebagai anggota. Setelah kelompok penerima terbentuk, maka setiap
kelompok akan berdiskusi tentang rencana permintaan barang dan akan
menentukan toko yang akan dipilih sebagai tempat untuk berbelanja
didampingi oleh pendamping. Setelah itu maka bahan material akan
dikirimkan ke rumah masing- masing penerima sesuai barang yang
dibutuhkan dan bank akan mentransfer sejumlah uang sebagai pembayaran
bahan material pembangunan”. (Wawancara Senin, 14 Agustus 2023)

Sejalan anggapan informan di atas ditarik sebuah simpulan bahwasanya
setiap penerima bantuan diberikan pilihan untuk merancang rumah kebutuhannya
masing-masing yang kemudian akan dibuatkan rancangan belanja oleh para
pendamping. Dalam setiap desa para penerima bantuan masing-masing dibuatkan
kelompok penerima dengan struktur oraganisasi terdiri dari ketua, sekretaris,
bendahara dan anggota yang akan membahas tentang rancangan belanja untuk
ke toko material yang akan digunakan untuk berbelanja, kelompok penerima ini
tetap didampingi oleh pendamping program bantuan dan menentukan sendiri toko
material.

Selanjutnya diperkuat dengan wawancara Staf Bidang Penanganan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bapak Ricardo Renwarin sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini

merupakan program Pemerintah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(MBR) agar dapat menghuni rumah yang layak dengan melalui bantuan

pemerintah baru backlog seperti dalam satu rumah terkadang ada lebih dari

satu kepala rumah tangga, yang biasanya satu rumah ada dua KK dan
Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya rumah dimana rumah tidak layak
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huni itu ditingkatkan kualitasnya menjadi rumah layak huni itu di BSPS
seperti RTLH melalui dana APBN”. (Wawancara Senin, 14 Agustus 2023).

Sebagaimana anggapan informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa
karakteristik pelaksaan program Bantuan Stimulan Perumahan swadaya (BSPS)
merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat yang berpengasilan rendah,
dimana dalam program ini terbagi atas dua bantuan melalui dana APBN yang
didapatkan masyarakat seperti Backlog yaitu dalam satu rumah terkadang ada
lebih dari satu kepala rumah tangga, yang biasanya satu rumah ada dua KK dan
Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya rumah dimana rumah tidak layak huni itu
ditingkatkan kualitasnya menjadi rumah layak huni itu di BSPS seperti RTLH.

Sependapat dengan anggapan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Bapak Afan Bachri Ifat sebagai berikut :

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah diperuntukkan

untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terbagi dalam Peningkatan

Kualitas Rumah Swadaya dengan dana Rp.20.000.000 per 1 unit rumah,

Pembangunan Baru dengan dana sebesar Rp50.400.000 dan bantuan

berupa Prasarana dan Saranan Utilitas dengan bantuan yang diberikan

kepada masyarakat dalam bantuan sarana atau prasarana seperti bantuan
listrik untuk masyarakat berpenghasilan rendah guna meningkatkan rumah
layak huni. Program BSPS merupaka program dari pemerintah pusat yang
anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN)”. (Wawancara Kamis, 10 Agustus 2023).

Sejalan dengan angggapan informan di atas, hingga ditarik sebuah simpulan
bahwasanya Program BSPS merupakan program yang terbagi atas dua bantuan
melalui dana APBN yang didapatkan masyarakat seperti Backlog yaitu dalam satu
rumah terkadang ada lebih dari satu kepala rumah tangga, yang biasanya satu

rumah ada dua KK dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya rumah dimana

rumah tidak layak huni itu ditingkatkan kualitasnya menjadi rumah layak huni.
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Masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mewujudkan rumah yang layak
untuk dihuni melalui Program BSPS. Program ini terbagi dalam Peningkatan
Kualitas Rumah Swadaya dengan bantuan sebesar R.20.000.000, Pembangunan
Baru dengan bantuan sebesar Rp 50.400.000 dalam unit rumah dan Prasarana dan
Sarana Utilitas dalam bentuk bantuan berupa Listrik.

Dari seluruh anggapan informan di atas, ditarik sebuah simpulan
bahwasanya untuk menjadi penerima pemerintah desa memfasilitasi dengan
mengajukan proposal daftar penerima bantuan ke Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PERKIM) yang kemudian Dinas PERKIM
akan mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah pusat. Bantuan ini diterima
dalam bentuk fasilitas untuk membangun rumah agar menghindari
penyalahgunaan dana bantuan, yang diterima dalah 2 tahap, tahap pertama
sejumlah Rp 8.750.000 dan jumlah yang sama untuk tahap kedua, kemudian untuk
sewa tukang Rp 2.500.000. Pada dasarnya bantuan yang diberikan memang tidak
cukup untuk membangun rumah, jadi sebagai penerima bantuan memang harus
berkomitmen dan berswadaya dalam melakukan pembangunan rumah agar rumah
bisa diselesaikan dalah waktu yang ditentukan.

Dari Program BSPS merupakan program yang terbagi atas dua bantuan
melalui dana APBN yang didapatkan masyarakat seperti Backlog yaitu dalam satu
rumah terkadang ada lebih dari satu kepala rumah tangga, yang biasanya satu
rumah ada dua KK dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya rumah dimana
rumabh tidak layak huni itu ditingkatkan kualitasnya menjadi rumah layak huni itu

di BSPS seperti RTLH. Untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah demi
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mewujudkan rumah yang layak untuk dihuni melalui Program BSPS. Program ini
terbagi dalam Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dengan bantuan sebesar Rp
20.000.000, Pembangunan Baru dengan bantuan sebesar Rp 50.400.000 dalam
unit rumah dan Prasarana dan Sarana Utilitas dalam bentuk bantuan berupa
Listrik. Dari 3 jenis bantuan BSPS yang diberikan untuk mewujudkan rumah
layak huni, untuk Kabupaten Maluku Tenggara program yang berjalan yaitu
Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya atau bedah rumah dengan anggaran Rp
20.000.000 sedangkan untuk Pembangunan Baru dan Prasarana dan Sarana
Utilitas belum berjalan, sebab belum ada anggaran yang disediakan.
Pembangunan Baru dengan bantuan sebesar Rp 50.400.000 dalam unit rumah dan
Prasarana dan Sarana Utilitas dalam bentuk bantuan berupa Listrik.

Program BSPS diperuntukkan untuk masyarakat yang mampu berswadaya
tapi bukan berarti menutup mata untuk masyarakat miskin, apabila masyarakat
miskin juga ingin mendapatkan bantuan ini maka harus memenuhi syarat mampu
berswadaya, tetapi apabila tidak mampu berswadaya maka masyarakat miskin
tidak bisa menjadi program ini, hingga pemerintah kabupaten mewujudkan rumah
layak huni untuk masyarakat miskin lewat program kabupaten, yang mana
pembangunan rumah memang benar-benar dibantu dari nol. Program BSPS
dibuatakan kelompok penerima didampingi oleh kordinator dalam membuat
rancangan belanja fasilitas rumah yang dibutuhkan masing-masing, sehingga
apabila rancangan belanja telah dibuat sesuai dengan anggaran bantuan yang
diberikan, maka para penerima akan mentukan tokoh yang dipilih untuk belanja

fasiltas kebutuhan rumah dengan membawa daftar rencana belanja ke toko,
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kemudian toko akan membawa fasilitas yang dibutuhkan masyarakat ke rumah
masing-masing penerima.

Dari hasil observasi/pengamatan peneliti dilapangan maka ditemukan
bahwasanya bantuan yang diberikan dalam bentuk fasilitas membangun rumah
agar menghindari penyalahgunaan dana pembangunan rumah, dalam artian tidak
digunakan untuk keperluan diluar membangun rumah. Selain itu masyarakat juga
harus mampu berswadaya, karena bantuan ini hanya membantu masyarakat untuk
lebih menciptakan rumah menjadi lebih layak untuk dihuni atau dikenal dengan
beda rumah bukan untuk pembangunan rumah baru.

Ditemukan bahwa setiap penerima akan dibuatkan kelompok yang terdiri
dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota kemudian didampingi oleh
pendamping dalam membuat rancangan belanja kebutuhan rumah guna
menciptakan rumah layak huni, karena tidak semua masyarakat mampu membuat
rancangan belanja hingga disediakan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Setelah
rancangan belanja selesai maka penerima akan membawa ke toko yang dipilih
oleh kelompok masing-masing, kemudian toko akan mengantarkan permintaan
barang yang dibutuhkan ke rumah masing-masing penerima, apabila barang yang
diminta tidak sesuai dengan yang diantarkan oleh toko tempat berbelanja, maka
penerima bisa mengembalikan barang ke toko tempat belanja dan menyampaikan
keluhan masyarakat terkait kekurangan barang yang diterima, kemudian barang

sesuai kebutuhan penerima akan dikirimkan kembali pihak toko.
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3. Kondisi Ekonomi Sosial Dan Politik

Lingkungan eksternal turut mengundang keberhasilan kebijakan publik yang
perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan. Dalam kondisi
lingkungan masyarakat sangat sering ditemukan perselisihan antara ras di
lingkungan itu sendiri, hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah setempat
dan masyarakat itu sendiri, mata pencarian yang tidak menjamin kebutuhan
sandang dan pangan sehingga sangat sulit untuk membantu swadaya ekonomi
kebutuhan rumah yang akan dibangun, masalah yang begitu sangat kompleks.
Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif menjadi sumber
masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Kondisi lingkungan
eksternal yang kondusif sangat mempengaruhi berjalannya proses program ini
dalam upaya implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan program RTLH di
Kabupaten Maluku Tenggara merupakan kajian dalam implementasi kebijakan,
seperti apa yang diungkapkan oleh informan yaitu:

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Bapak Afan Bachri Ifat sebagai berikut:

“Pembiayaan atau pendanaan untuk program BSPS itu bersumber dari

APBN akan tetapi untuk lebih mensukseskan program ini sebaiknya

disokong oleh dana dari APBD karena sebagaimana diketahui bahwa untuk

membangun rumah dengan dana sebesar Rp. 20.000.000 itu cukup

menambah beban masyarakat karena membutuhkan swadaya yang besar

untuk menyelesaikan rumah dari penerima bantuan program BSPS”.

(Wawancara, Kamis, 10 Agustus 2023)

Sebagaimana anggapan informan diatas dapat ditarik sebuah simpulan

bahwa dalam pembangunan program BSPS pembiayaan atau pendanaan

bersumber dari APBN akan tetapi sebagaimana diketahui bahwa bantuan dana
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yang diberikan sejumlah Rp. 20.000.000, dengan dana sekian untuk membanngun
atau memperbaiki rumah dana tersebut terbilang kecil hingga dibutuhkan
sumbangsih atau sokongan dana dari pemerintah daerah yang bersumber dari
APBD guna mensukseskan program dan meringankan beban swadaya penerima
program BSPS.

Selanjutnya wawancara dengan penerima Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS), Bapak Usman Renyaan sebagai berikut :

“Kalau untuk kondisi sosial ya sama saja, tapi yang jelas masyarakat di

Ohoi Watdek ini mendukung dengan adanya program ini, kalau untuk

kondisi kesehatan apalagi itu sangat terasa sekali dengan rumah yang lebih

layak dihuni dan membuat kesehatan masyarakat lebih baik dan banyak

perubahan yang positif dimasyarakat”. (Wawancara Selasa, 15 Agustus

2023)

Dalam pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Maluku Tenggara
merupakan kajian dalam implementasi kebijakan, seperti apa yang diungkapkan

oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bapak

Afan Bachri Ifat bahwa:

“Kurangnya pemahaman masyarakat atau pemerintah desa terkait sasaran
dari program BSPS ini sebab mereka berpikiran bahwa program BSPS ini
ditujukan untuk masyarakat miskin akan tetapt program ini untuk
masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) selain itu kurangnya
swadaya masyarakat dikarekan faktor target waktu yang telah ditentukan”.
(Wawancara Kamis, 10 Agustus 2023).
Berdasarkan anggapan informan diatas ditarik sebuah simpulan bahwa
dalam program BSPS beberapa masyarakat masih belum memahami terkait
program ini karena beberapa diantaranya berfikiran bahwasanya program ini

diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan kurangnya swadaya masyarakat

yang dimiliki karena target waktu yang ditentukan terbatas.
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Selanjutnya wawancara dengan penerima Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS), Ibu Anawiya Temarwut sebagai berikut :

“Salah satu penghambat proses pembangunan adalah ketersediaan material

pembangunan yang disediakan oleh suplayer atau tokoh material terbatas

atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan penerima program

BSPS, selain itu harga bahan material yang tiba-tiba naik sehingga tidak

sesuai dengan DRPB yang telah ditetapkan oleh penerima program”.

(Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023).

Berdasar hasil anggapan informan di atas ditarik sebuah simpulan bahwa
salah satu penghambat dalam proses pembangunan rumah oleh masyarakat
penerima program BSPS adalah ketersediaan bahan material yang disediakan
toko bahan material terbatas dan tidak sesuai permintaan barang yang dibutuhkan.
DRPB dan RAB yang telah dibuat oleh penerima program BSPS dari bahan
material yang tiba-tiba mahal harganya sehingga tidak sesuai. Selanjutnya
beberapa masyarakat memiliki pemahaman bahwa sasaran program BSPS ini
ditujukan untuk masyarakat miskin tapi pada dasarnya program ditujukan untuk
masyarakat berpenghasilan rendah. Selanjutnya kurangnya ketersediaan barang
material di toko bangunan dan harga yang tiba-tiba mahal sehingga tidak sesuai
dengan DRPB dan RAB yang dibuat masyarakat penerima program.

Hasil observasi dan pengamatan dilapangan peneliti menemukan dalam
pengiriman bahan kontruksi ke penerima program BSPS beberapa kali ditemukan

kesalahan pengiriman bahan bangunan dan beberapa toko memberikan harga yang

diatas harga normal.
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2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten
Maluku Tenggara

Faktor yang mempengaruhi adalah hal/keadaan/peristiwa yang ikut
mempengaruhi terjadinya sesuatu hal. Berikut ini adalah faktor- faktor yang
mempengaruhi proses pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) untuk menciptakan Rumah Layak Huni (RTH), yakni sebagai
berikut :

1. Data Masyarakat Penerima Bantuan
Berikut anggapan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan, Bapak Afan Bachri Ifat terkait data :

“Dalam memulai sebuah pembangunan fisik itu berawal dari sebuah

perencanaan dan dalam sebuah perencanaan dibutuhkan sebuah data, baik

itu data mikro maupun data makro. Data dari daftar penerima bantuan
sebenarnya telah ada pada basis data Dinas PERKIMTAN akan tetapi
masih perlu dimuktahirkan, sebab tidak semua desa responsif terhadap

permintaan data dari Dinas PERKIMTAN”. (Wawancara Kamis, 10

Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas ditarik sebuah simpulan bahwasanya
dalam proses pembangunan berawal dari sebuah perencanaan dan dalam sebuah
perencanaan dibutuhkan data yang akurat. Begitupun dengan data dari daftar
penerima bantuan, untuk Dinas PERKIMTAN pada dasarnya telah memiliki data
terkait penerima bantuan Program BSPS, akan tetapi perlu diperbaharui kembali
agar hasilnya lebih akurat agar bantuan ini benar-benar tersalurkan ke masyarakat

yang memang membutuhkan dan mampu berswadaya.

Selanjutnya Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
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Pertanahan, Bapak Afan Bachri Ifat sebagai berikut :

“Selain data yang perlu dimukhtahirkan, terkait human eror dalam tingkat

juga sering terjadi, apa itu human eror, human eror adalah tidak semua data

yang disampaikan pemerintah desa akurat, selain itu sumber daya manusia
dari pemerintah desa juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan
data tidak akurat dan kurangnya pemahaman dari pemerintah desa terkait

Program BSPS, mereka kurang mengerti kriteria seperti apa yang ditujukan

oleh program BSPS dan untuk siapa program ini dimaksud”. (Wawancara

Kamis, 10 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil tanggapan informan di atas, ditarik sebuah kesimpulan
bahwasanya dalam Program BSPS sering terjadi human eror di kalangan
pemerintah desa. Human eror adalah tidak semua data yang disampaikan
pemerintah desa akurat disebabkan karena sumber daya manusia dari pemerintah
desa yang terbatas dan kurangnya pemahaman pemerinta desa terkait syarat-syarat
dan tujuan dari Program BSPS.

Selanjutnya diperkuat dengan anggapan Staf Bidang Penanganan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bapak Ricardo Renwarin sebagai berikut :

“Pada dasarnya kita telah memiliki data masyarakat yang memiliki

penghasilan rendah, sebagaimana program ini ditujukan untuk masyarakat

dengan penghasilan dibawah Rp.2.619.312 atau di bawah UMP Provinsi

Maluku. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, data perlu diperbaharui

sesering mungkin, sebab tidak semua dari pemerintah desa itu akuarat”.

(Wawancara Senin, 14 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil tangapan narasumber di atas di tarik sebuah simpulan
bahwasanya, data penerima Program BSPS perlu diperbaharui sesering mungkin
agar program ini tersalurkan ke masyarakat yang sesuai yaitu masyarakat
berpenghasilan rendah yang memiliki penghasilam Rp.2.619.312 atau di bawah

Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Provinsi Maluku. Sebagaimana anggapan

seluruh informan di lapangan di tarik sebuah simpulan bahwa salah satu faktor
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yang mempengaruhi Program BSPS adalah persoalan data masyarakat penerima
bantuan yang ada di dalam data base Dinas PERKIMTAN masih perlu
diperbaharui sebab beberapa data yang diberikan oleh data pemerintah desa itu
akurat, Sumber daya manusia pemerintah desa yang terbatas dan kurangnya
pemahaman pemerintah desa terkait syarat-syarat dari penerima Program BSPS
ini.

Berdasar hasil observasi/pengamatan di lapangan peneliti menemukan
beberapa dari pemerintah desa tidak paham terkait syarat dari penerima Program
ini dan kurang responsif terhadap permintaan data dari Dinas PERKIM.

2. Kerjasama antar Stakeholder

Berikut anggapan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan, Bapak Afan Bachri Ifat sebagai berikut :

“Dalam Program BSPS diperlukan sinegritas antas para stakeholder,
program ini bukan hanya urusan Dinas PERKIMTAN saja akan tetapi juga
menjadi urusan Dinas Sosial terkait data masyarakat berpenghasilan rendah,
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait pengadaan KK dan KTP,
Pemerintah Desa dan Kecamatan terkait usulan daftar penerima bantuan”.
(Wawancara Kamis, 10 Agustus 2023).

Berdasar anggapan informan ditarik sebuah simpulan bahwa dibutuhkan
kerjasama anta para stakeholder dalam memaksimalkan pelaksanaan program
BSPS seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah
Desa dan Kecamatan agar program ini tersalurkan ke masyarakat yang sesuai
dengan syarat yang ditetapkan program BSPS dalam hal ini mampu berswadaya.

Selanjutnya anggapan Staf Bidang Penanganan Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS), Bapak Ricardo Renwarin sebagai berikut :
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“Pada dasarnya kerjasama antar para stakeholder telah tercipta, hanya perlu
ditingkatkan kembali. Selain itu diperlukan kerjasama antar pemerintah
daerah terkait pembiayaan atau pendanaan, sebagaimana diketahui Program
BSPS ini bersumber dari APBN hingga diperlukan sumbangsih dari APBD
untuk lebih mendukung Program BSPS ini seperti dalam hal menyiapkan
data Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)”. (Wawancara Senin, 14 Agustus
2023).

Sejalan anggapan informan sebelumnya bahwasanya dalam Program BSPS
kerjasma antar stakeholder telah berjalan hanya perlu ditingkatkan untuk
mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Kemudian diperkuat dengan anggapan Staf Bidang Penanganan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bapak Ricardo Renwarin sebagai berikut :

”Dinas PERKIMTAN perlu memaksimalkan sosialisasi kepada pihak

kecamatan, desa dan dusun terkait sasaran program karena ada beberapa

yang kurang paham, sehingga imbasnya ke masyarakat juga. Sebab
beberapa diantara mereka berpikiran bahwa program diperuntukkan untuk
masyarakat miskin, dan pada kenyataannya program ini diperuntukkan

untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah”. (Wawancara Senin, 14

Agustus 2023).

Berdasar wawancara di atas ditarik sebuah simpulan bahwa pihak dusun,
desa dan kecamatan ada beberapa yang masih kurang paham sasaran program dan
imbasnya beberapa masyarakat juga kurang paham terkait program, mereka
berpikiran bahwa Program BSPS ini ditujukan untuk masyarakat miskin, sehingga
perlu diberikan pemahaman yang lebih oleh Dinas PERKIMTAN.

Selanjutnya anggapan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS), Bapak Usman Renyaan sebagai berikut :

“Program ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, bukan

untuk masyarakat miskin. Biasanya masyarakat tidak paham, dipikir

bantuan itu diberikan pada masyarakat miskin, ternyata bantuan ini untuk

yang mampu berswadaya”. (Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023).

Berdasar anggapan informan di atas ditarik sebuah simpulan bahwa
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beberapa pemerintah desa masih kurang paham terkait sasaran Program BSPS dan
imbasnya ke masyarakat juga, beberapa masyarakat bahwa bantuan diberikan ke
masyarakat miskin, sedangkan tujuan program ini adalah untuk masyarakat
berpenghasilan rendah. Olehnya itu diperlukan kerjasama dan komunikasi yang
baik antar para stakeholder, agar diberikan pemahaman pada masyarakat bahwa
Program BSPS ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah bukan untuk
masyarakat miskin.

Sebagaimana anggapan narasumber di lapangan ditarik sebuah simpulan
bahwa dalam memaksimalkan Program BSPS diperlukan kerjasama antara para
stakeholder, bahwa program BSPS ini bukan hanya tanggung jawab Dinas
PERKIM tapi juga melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil, Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam memberikan pemahaman kepada
masyarakat, sebab beberapa masyarakat kurang paham sasaran program ini,
mereka berpikir bahwa program ini diperuntukkan untuk masyarakat miskin, akan
tetapi Program ini diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selain
itu terkait pembiayaan atau pendanaan terkait program BSPS dibutuhkan
sumbangsih pemerintah desa dari APBD untuk menyiapkan dana pendamping,
sosialisasi dan perjalanan dinas.

Berdasar hasil observasi/pengamatan di lapangan ditemukan bahwa
diperlukan kerjasama antar para stakeholder dalam memaksimalkan program
BSPS dan terkait pendanaan diperlukan sumbangsih pemerintah desa dalam
APBD memberikan sumbangsih dalam pendanaan pendamping fasilitas Program

BSPS.
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3. Swadaya Masyarakat
Berikut anggapan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS), Ibu Anawiya Temarwut terkait faktor yang mempengaruhi:

“Sesuai penyampaian kepala Dinas PERKIMTAN bahwa dana bantuan

diterima dalam bentuk fasilitas, apabila diterima dalam bentuk tunai

dikhawatirkan disalahgunakan masyarakat, maka Tenaga Fasilitator

Lapangan (TFL) bekerjasama dengan toko untuk menyuplai bahan-bahan

yang digunakan untuk pembangunan rumah, kecuali upah tukang itu pun

syaratnya apabila pembangunan 30% diberikan setengahnya dan selebihnya
diberikan jika pembangunan rumah sudah mencapai 100%.”(Wawancara

Selasa, 15 Agustus 2023)

Berdasar anggapan narasumber ditarik simpulan sesuai penyampaian kepala
Dinas PERKIMTAN bahwa dana bantuan diterima dalam bentuk fasilitas, sebab
apabila diterima dalam bentuk tunai dikhawatirkan disalahgunakan oleh
masyarakat, kecuali untuk pembayaran upah tukang yang dibayar dalam bentuk
tunai dalam pembangunan 30% maka upah tukang dibayarkan Rp 1.250.000 dan
jika pembangunan sudah mencapai 100% maka pembayaran tahap 2 bisa
dilakukan.

Selanjutnya anggapan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS), Ibu Anawiya Temarwut menambahkan sebagai berikut :

“Bantuan yang diberikan Rp. 20.000.000 dalam 1 unit rumah, bantuan ini

sebenarnya dananya kecil karena untuk rumah program BSPS itu hanya

untuk ukuran 7x6 jadi tidak dibangun dapur, jadi diharapkan dana bantuan
ditambah supaya bisa dibangunkan dapur”. (Wawancara Selasa, 15 Agustus

2023).

Berdasarkan tanggapan informan di atas maka ditarik sebuah kesimpulan
bahwa bantuan dana yang diberikan sejumlah Rp 20.000.000 dalam 1 unit rumah,

bantuan ini sebenarnya terbilang kecil, selain itu ukuran rumah terbilang

minimalis dengan ukuran 7x6, dengan dana sekian dalam pembangunan rumah
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tidak memiliki dapur, sehingga diharapkan penambahan bantuan dana terkait
pembangunan rumah.

Selanjutnya wawancara penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS), Bapak Usman Renyaan sebagai berikut :

“Program BSPS ini bagus, tapi cukup memberatkan bagi saya, karena untuk
membangun rumah dengan dana Rp 20.000.000. Saya memberikan swadaya
yang cukup besar, apalagi pembangunan rumah ini harus diselesaikan
dengan waktu 3 bulan dan akan disurvei langsung oleh Tenaga Fasilitator

Lapangan (TFL). (Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023).

Berdasarkan tanggapan di atas, maka dapat ditarik sebuah simpulan
Program BSPS pada dasarnya membantu masyarakat, akan tetapi swadaya yang
dibutuhkan untuk membngun rumah Program BSPS ini cukup besar dikarenakan
target waktu pengerjaan yang cukup singkat yaitu dalam waktu pengerjaan 3
bulan.

Berdasarkan seluruh anggapan informan di lapangan ditarik sebuah
simpulan bahwa Program BSPS pada dasarnya membantu masyarakat dalam
membangun rumah layak huni, akan tetapi Program BSPS memberikan rumah
dengan desain minimalis dengan ukuran 7x6, sehingga tidak ada bangunan untuk
dapur. Selain itu nominal swadaya atau sumbangsi masyarakat terhadap
pembangunan rumah cukup tinggi, sebab waktu pengerjaan rumah yang hanya
dalam waktu 3 bulan dan masyarakat harus menyediakan dana yang cukup besar
dalam waktu yang singkat.

Berdasar hasil observasi/pengamatan di lapangan, ditemukan bahwa
swadaya masyarakat dalam pembangunan ruma cukup besar dan memberatkan

masyarakat karena jangka waktu yang cukup singkat.

4. Bahan Materail Pembangunan



77

Berikut wawancara penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS), Bapak Usman Renyaan sebagai berikut :

“Toko suplayer bahan material terkadang stok atau persedian bahan

bangunan terbatas atau tidak sesuai dengan permintaan dari penerima

bantuan jadi terkadang menghambat pembangunan karena kita harus
menunggu terlebih dahulu sebelum dilakukan pembangunan”. (Wawancara

Sealasa, 15 Agustus 2023).

Berdasarkan anggapan informan di atas, ditarik simpulan bahwasanya
penyediaan bahan bangunan oleh suplayer atau toko bangunan terbatas atau tidak
sesuai dengan permintaan barang dari penerima Program BSPS, Sehingga karena
masyarakat harus menunggu tersedianya barang yang dibutuhkan yang akan
menghambat proses pembangunan.

Selanjutnya wawancara dengan penerima Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS), Ibu Anawiya Temarwut sebagai berikut :

“Toko atau suplayer penyedia barang harusnya konsisten dalam

memberikan harga barang bangunan, sebab terkadang harga yang diberikan

toko berbeda dari harga seharunya yang dipasarkan. Selain dana yang
diberikan sebaiknya ditambah, karena swadaya yang kami berikan cukup

besar dan itu memberatkan, karena beberapa kejadian tak terduga di

lapangan juga yang menjadi penghambat adalah rancangan belanja yang

kami buat tidak sesuai dengan harga barang yang tiba-tiba naik”.

(Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023).

Berdasarkan anggapan informan di atas, ditarik simpulan bahwasanya toko
penyedia bahan bangunan harus memberikan harga yang konsisten atau sesuai
dengan harga pasaran, bukan harga yang lebih mahal dari harga yang dipasarkan.
Selain itu salah satu faktor penghambat adalah harga bahan material yang tiba-tiba
naik harga pasarannya, hingga tidak sesuai dengan rancangan belanja yang dibuat

penerima Program BSPS.

Sebagaimana tanggapan seluruh informan di lapangan ditarik sebuah
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simpulan bahwa salah satu faktor penghambat Program BSPS adalah bahan
material yang penyediaannya terbatas sehingga masyarakat harus menunggu
tersedianya barang bangunan yang dibutuhkan, selain itu harga bahan material
yang tidak sesuai dengan harga yang dipasarkan atau diberikan harga yang lebih
mahal pada penrima Program BSPS dan selanjutnya adalah harga bahan material
yang mempengaruhi rancangan belanja barang yang dibuat oleh penerima
Program BSPS tiba-tiba naik.

Berdasarkan hasil observasi/pengamatan di lapangan ditarik simpulan
bahwa ketersediaan bahan material oleh toko atau supalyer terkadang terbatas atau
tidak sesuai dengan permintaan penerima Program BSPS.

5. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan, Bapak Afan Bachri Ifat sebagai berikut :

“Program BSPS 1ni membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi
khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara, sebab dana tunai masuk ke
setiap daerah yang mana dipergunakan untuk membangun rumah yang
dibelanjakan ke toko bangunan dan menambah pemasukan toko sehingga
memberikan dampak yang baik ke karyawannya, dana tunai itu membuka
lapangan pekerjaan untuk para tukang dan buruh bangunan yang membantu
proses pembangunan rumah”. (Wawancara Kamis, 10 Agustus 2023).

Berdasarkan anggapan informan di atas, ditarik sebuah simpulan
bahwasanya Program BSPS membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat
Maluku Tenggara, sebab memberikan bantuan dalam bentuk tunai yang diberikan
ke masyarakat dalam fasilitas bangunan untuk membangun rumah layak huni,
toko bangunan tempat berbelanja ditambah pemasukannya sehingga memberikan
dampak yang baik untuk karyawannya, dan membuka lapangan pekerjaan untuk
tukang dan buruh bangunan.

Selain itu anggapan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya



79

(BSPS), Ibu Anawiya Temarwut sebagai berikut :

“Program BSPS menekan angka kemiskinan masyarakat, sebab
sebagaimana diketahui salah satu ciri masyarakat sejahtera adalah
masyarakat yang memiliki rumah yang layak untuk dihuni sehingga mampu
menciptakan suasana dan kondisi yang sejahtera. Ketika lingkungan di
rumah aman dan rumah layak dihuni maka akan mempengaruhi orang-orang
yang tinggal di rumah tersebut, seperti mencegah stunting, mempengaruhi
prestasi belajar anak karena rumah yang ditemapati nyaman untuk belajar”.
(Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023).

Berdasarkan tanggapan informan di atas ditarik sebuah simpulan bahwa
Program BSPS membantu menciptakan kondisi dan lingkungan yang baik dan
sejahtera. Salah satu ciri masyarakat sejahtera adalah dengan kondisi rumah yang
Program BSPS membantu menciptakan kondisi dan lingkungan yang baik dan
sejahtera. Salah satu ciri masyarakat sejahtera adalah dengan kondisi rumah yang
memiliki atap, dinding dan lantai atau layak dihuni, kondisi sejahtera mampu
mencegah stunting dan meningkatkan kualitas belajar anak karena rumah yang
ditempati nyaman untuk belajar.

Berdasarkan seluruh tanggapan informan di atas ditarik simpulan
bahwasanya Program BSPS membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat
Maluku Tenggara, sebab memberikan bantuan dalam bentuk tunai yang diberikan
ke masyarakat dalam fasilitas bangunan untuk membangun rumah layak huni,
toko bangunan tempat berbelanja ditambah pemasukannya sehingga memberikan
dampak yang baik untuk karyawannya, dan membuka lapangan pekerjaan untuk
tukang dan buruh bangunan yang selanjutnya membantu menciptakan kondisi dan
lingkungan yang baik dan sejahtera. Salah satu ciri masyarakat sejahtera adalah
dengan kondisi rumah yang memiliki atap, dinding dan lantai atau layak dihuni,
kondisi sejahtera mampu mencegah stunting dan meningkatkan kualitas belajar

anak karena rumah yang ditempati nyaman untuk belajar.
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6. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses
pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan
pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah,
pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam
mengevaluasi perubahan masyarakat yang lebih baik.

Selanjutnya wawancara dengan tokoh masyarakat sekaligus penerima
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bapak Gani Biayau sebagai

berikut:

“Bantuan ini berjalan dengan baik karena adanya partisipasi warga Ohoi
Watdek yang paham dengan persyaratan-persyaratan BSPS yang dijalankan
oleh Pemerintah melalui Dinas PERKIMTAN”. (Wawancara Selasa, 15
Agustus 2023).

Berdasarkan tanggapan di atas, ditarik simpulan bahwasanya bantuan ini

berjalan dengan baik karena masyarakat memenuhi persyaratan-persyaratan
Program BSPS ini yaitu mampu berswadaya dan menyelesaiakan Program ini
dalam jangka waktu yang ditentukan dengan tempo 2 bulan proses pengurusan
dan 3 bulan proses pengerjaan. Selanjutnya diperkuat dengan tanggapan
narasumber berikut :

Selanjutnya diperkuat dengan tanggapan penerima Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS), Bapak Usman Renyaan sebagai berikut :

“Bantuan ini sangat bermanfaat karena membantu masyarakat, yang

dulunya rumahnya tidak layak huni menjadi layak huni. Sebagaimana

syaratnya bahwa kita mampu berswadaya, jadi kita juga harus mampu

berpartisipasi dalam pembangunan rumah ini, meskupun dana yang

diswadaya cukup besar, hingga kami berharap bahwa program ini dananya

ditambah hingga lebih memaksimalkan lagi pembangunan rumah Program
BSPS ini”. (Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023).
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Berdasarkan anggapan informan di atas ditarik simpulan bahwa Program
BSPS ini memang menuntut masyarakat untuk mampu berswadaya guna
menciptakan rumah yang layak huni bagi masyarakat guna mendukung
kelangsungan hidup yang sejahtera bagi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan seluruh tanggapan narasumber di lapangan, ditarik simpulan
bahwasanya bantuan Program BSPS berjalan dengan baik karena masyarakat
memenuhi persyaratan-persyaratan Program BSPS ini yaitu mampu berswadaya
dan menyelesaiakan Program ini dalam tempo yang ditentukan yaitu 2 bulan dan
proses pengurusan 3 bulan proses pengerjaan. Hal ini tidak lepas dari partisipasi
masyarakat, meskipun pada dasarnya masyarakat memberikan swadaya dengan
nominal yang cukup tinggi guna mendukung program ini dan menyelesaikan
pengerjaan rumah dalam waktu yang ditentukan.

C. Pembahasan Penelitian
1. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di
Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara

Implementasi adalah tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun
secara cermat dan rinci. Dalam tindakan atau rencana harus jelas apa yang akan
dikerjakan oleh setiap pelaksanaan kegiatan. Hal ini dilakukan agar apa yang
dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah disusun secara cermat/matang. Oleh
karena itu, peneliti berusaha mencari tahu bagaimana dan seperti apa
implementasi tentang program BSPS yang ada di kecamatan kei kecil, Kabupaten
Maluku Tenggara.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa:

a. Standar dan Tujuan Kebijakan
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Standar dan Tujuan Kebijakan dari program Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya di Kecamatan Kei Kecil berdasarkan wawancara yang telah dilakukan

yaitu masyarakat harus mampu berswadaya, dan melengkapi berkas berupa KK,

KTP, akta tanah dan SPORADIK. Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1.

Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga (KTP/KK Kabupaten

Maluku Tenggara)

. Memiliki atau menguasai tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki

legalitas (Bukti kepemilikan tanah yang sah), tidak status sengketa dan
sesuai tata ruang.

Memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi yang tidak
layak huni dan tidak memadai ditinjau dari aspek konstruksi dan

keselamatan bangunan.

. Belum pernah mendapatkan bantuan serupa dari Pemerintah Daerah

Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, (Program BSPS, dan
Program RTLH).

Kondisi perekonomian pemilik rumah dipandang kurang mampu dengan
berpenghasilan rendah.

Diutamakan  yang telah memiliki keswadayaan berencana dan
meningkatkan kualitas rumahnya.

Dari hasil wawancara beberapa informan, bisa dikatakan bahwa kurangnya

kerja sama antar stakeholder sehingga data masyarakat yang akan menerima

program BSPS tidak terdata dengan baik. Sehingga ketika melakukan

pendataan ulang, masih saja ada masyarakat yang sudah tidak tergolong
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Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) namun masih tercatat sebagai

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
b. Sumber Daya Kebijakan

Sumber Daya Kebijakan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan

program BSPS. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu
menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber
daya manusia adalah orang-orang yang terlibat dalam program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya yaitu orang atau pelaksana yang memiliki kompetensi yang
baik dibidangnya masing-masing. Sumber daya finansial dan waktu merupakan
hal-hal penunjang dalam menjalankan kebijakan dalam program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya agar program yang dijalankan dapat diselesaikan
dengan baik.

Dalam hal ini pemerintah Desa/Ohoi mengajukan proposal kepada Dinas
Perkimtan, Kemudian setelah mendapat data dari pemerintah desa/ohoi barulah
kemudian dinas Perkimtan menyalurkan bantuan kepada penerima.

Terkait masalah Sumber Daya Manusia bahwa Badan Keswadayaan
Masyarakat memang tidak mampu untuk mengoperasikan komputer maka dari
itu pekerjaannya tidak mampu diselesaikan dengan baik dan kemudian
diserahkan sepenuhnya kepada Tenaga Fasilitator Lapangan yang ada di Ohoi
Watdek Kecamatan Kei Kecil. Namun rendahnya Sumber Daya Manusia
penerima bantuan yang telah tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat
merupakan sesuatu yang tidak bisa untuk dihindari disetiap desa yang ada.

Karena memang para warga penerima bantuan yang tergabung dalam Kelompok
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Swadaya Manusia memang memiliki latar belakang yang rendah.

Kualitas dari Sumber Daya Manusia juga sangat berpengaruh dalam
pelaksanaan pekerjaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Badan
Keswadayaan Masyarakat ataupun Kelompok Swadaya Masyarakat tidak bisa
mengerjakan sendiri apa-apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Hal
tersebut dikarena Kelompok Swadaya Masyarakat masih banyak yang memiliki
kemampuan yang kurang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diketahui bahwa dana bantuan yang
diberikan dalam dua tahap, yang pertama Rp. 8.750.000 dan jumlah yang sama
di tahap kedua dalam bentuk bahan bangunan, kemudian untuk sewa tukang
sebesar Rp. 2.500.000.

Dari hasil pembahasan tersebut diketahui bahwa para pelaksana yang ada
di Di Ohoi Watdek Kecamatan Kei Kecil para pelaksananya masih saling
bekerjasama untuk mengerjakan tugas walaupun itu bukan tugas mereka dan
semua tugas mereka tidak dikerjakan secara maksimal karena masih memiliki
Sumber Daya Manusia yang rendah.

c. Kondisi Ekonomi Sosial Dan Politik

Kondisi Ekonomi Sosial Dan Politik sangat berpengaruh juga terhadap
implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya karena Lingkungan
ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif menjadi sumber masalah dari
kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Kondisi lingkungan eksternal yang
kondusif sangat mempengaruhi berjalannya proses program ini.

Kondisi Ekonomi ialah suatu keadaan presentase ekonomi keluarga yang
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bisa diukur dari penggunaan finansial dalam periode tertentu. Kondisi sosial
merupakan suatu keadaan yang berkaitan dengan keadaan atau situasi dalam
masyarakat tertentu yang berhubungan dengan keadaan sosial, sedangkan kondisi
politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa salah satu penghambat dalam proses
pembangunan rumah oleh masyarakat penerima program BSPS adalah
ketersediaan bahan material yang disediakan toko bahan material terbatas dan
tidak sesuai permintaan barang yang dibutuhkan. Daftar Rincian Permintaan
Pembayaran (DRPB) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat oleh
penerima program BSPS dari bahan material yang tiba-tiba mahal harganya
sehingga tidak sesuai. Selanjutnya beberapa masyarakat memiliki pemahaman
bahwa sasaran program BSPS ini ditujukan untuk masyarakat miskin tapi pada
dasarnya program ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian
kurangnya ketersediaan barang material di toko bangunan dan harga yang tiba-
tiba mahal sehingga tidak sesuai dengan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
(DRPB) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat masyarakat penerima
program.

Hasil pengamatan dilapangan peneliti menemukan dalam pengiriman
bahan kontruksi ke penerima program BSPS beberapa kali ditemukan kesalahan
pengiriman bahan bangunan dan beberapa toko memberikan harga yang diatas

harga normal.
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2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten

Maluku Tenggara

Faktor yang mempengaruhi ialah hal/keadaan/peristiwa yang ikut
mempengaruhi terjadinya sesuatu hal. Berikut ini adalah faktor- faktor yang
mempengaruhi proses pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) untuk menciptakan Rumah Layak Huni (RTH), yakni sebagai
berikut :

a. Data Masyarakat Penerima Bantuan

Data Masyarakat penerima bantuan merupakan data awal dalam memulai
sebuah Pembangunan fisik. Data penerima Program BSPS perlu diperbaharui
sesering mungkin agar program ini tersalurkan ke masyarakat yang sesuai yaitu
masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki penghasilam Rp.2.619.312
atau di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Provinsi Maluku.
Sebagaimana anggapan seluruh informan di lapangan di tarik sebuah simpulan
bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi Program BSPS adalah persoalan
data masyarakat penerima bantuan yang ada di dalam data base Dinas
Perkimtan masih perlu diperbaharui sebab beberapa data yang diberikan oleh
data pemerintah desa itu akurat, Sumber daya manusia pemerintah desa yang
terbatas dan kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait syarat-syarat dari

penerima Program BSPS ini.
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Peneliti menemukan beberapa dari pemerintah desa tidak paham terkait
syarat dari penerima program ini dan kurang responsif terhadap permintaan
data dari Dinas Perkimtan.

b. Kerjasama antar Stakeholder

Kerjasama antar stakeholder sangat berpengaruh dalam menjalankan
program ini sebab dalam memaksimalkan Program BSPS diperlukan kerjasama
antara para stakeholder, bahwa program BSPS ini bukan hanya tanggung jawab
Dinas Perkimtan tapi juga melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil, Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam memberikan
pemahaman kepada masyarakat, sebab beberapa masyarakat kurang paham
sasaran program ini, mereka berpikir bahwa program ini diperuntukkan untuk
masyarakat miskin, akan tetapi Program ini diperuntukkan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah. Selain itu terkait pembiayaan atau pendanaan terkait
program BSPS dibutuhkan sumbangsih pemerintah desa dari APBD untuk
menyiapkan dana pendamping, sosialisasi dan perjalanan dinas.

Peneliti telah mengamati di lapangan ditemukan bahwa diperlukan
kerjasama antar para stakeholder dalam memaksimalkan program BSPS dan
terkait pendanaan diperlukan sumbangsih pemerintah desa dalam APBD
memberikan sumbangsih dalam pendanaan pendamping fasilitas Program
BSPS.

c. Swadaya Masyarakat
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Swadaya masyarakat yang dibutuhkan untuk membangun rumah program
BSPS ini cukup besar dikarenakan target waktu pengerjaan yang cukup singkat
yaitu dalam waktu pengerjaan 3 bulan.

Berdasarkan wawancara informan di lapangan bahwa Program BSPS pada
dasarnya membantu masyarakat dalam membangun rumah layak huni, akan tetapi
Program BSPS memberikan rumah dengan desain minimalis dengan ukuran 7x6,
sehingga tidak ada bangunan untuk dapur. Selain itu nominal swadaya atau
sumbangsi masyarakat terhadap pembangunan rumah cukup tinggi, sebab waktu
pengerjaan rumah yang hanya dalam waktu 3 bulan dan masyarakat harus
menyediakan dana yang cukup besar dalam waktu yang singkat.

Peneliti telah mengamati di lapangan, ditemukan bahwa swadaya
masyarakat dalam pembangunan rumah cukup besar dan memberatkan
masyarakat karena jangka waktu yang cukup singkat.

d. Bahan Materail Pembangunan

Bahan materail Pembangunan dari toko penyedia bahan bangunan harus
memberikan harga yang konsisten atau sesuai dengan harga pasaran, bukan harga
yang lebih mahal dari harga yang dipasarkan. Selain itu salah satu faktor
penghambat adalah harga bahan material yang tiba-tiba naik harga pasarannya,
hingga tidak sesuai dengan rancangan belanja yang dibuat penerima Program
BSPS.

Sebagaimana hasil wawancara bahwa salah satu faktor penghambat
Program BSPS adalah bahan material yang penyediaannya terbatas sehingga

masyarakat harus menunggu tersedianya barang bangunan yang dibutuhkan,
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selain itu harga bahan material yang tidak sesuai dengan harga yang dipasarkan
atau diberikan harga yang lebih mahal pada penrima Program BSPS dan
selanjutnya adalah harga bahan material yang mempengaruhi rancangan belanja
barang yang dibuat oleh penerima Program BSPS tiba-tiba naik.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan bahwa ketersediaan
bahan material oleh toko atau supalyer terkadang terbatas atau tidak sesuai dengan
permintaan penerima Program BSPS.

e. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam program ini karena membantu
menciptakan kondisi dan lingkungan yang baik dan sejahtera. Salah satu ciri
masyarakat sejahtera adalah dengan kondisi rumah yang Program BSPS
membantu menciptakan kondisi dan lingkungan yang baik dan sejahtera. Salah satu
ciri masyarakat sejahtera adalah dengan kondisi rumah yang memiliki atap, dinding
dan lantai atau layak dihuni, kondisi sejahtera mampu mencegah stunting dan
meningkatkan kualitas belajar anak karena rumah yang ditempati nyaman untuk
belajar.

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya Program BSPS membantu
menumbuhkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara, sebab
memberikan bantuan dalam bentuk tunai yang diberikan ke masyarakat dalam
fasilitas bangunan untuk membangun rumah layak huni, toko bangunan tempat
berbelanja ditambah pemasukannya sehingga memberikan dampak yang baik
untuk karyawannya, dan membuka lapangan pekerjaan untuk tukang dan buruh

bangunan yang selanjutnya membantu menciptakan kondisi dan lingkungan yang
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baik dan sejahtera. Salah satu ciri masyarakat sejahtera adalah dengan kondisi
rumah yang memiliki atap, dinding dan lantai atau layak dihuni, kondisi sejahtera
mampu mencegah stunting dan meningkatkan kualitas belajar anak karena rumah
yang ditempati nyaman untuk belajar.
f. Partisipasi Masyarakat

Partipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses
pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan
pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah,
pelaksanaan upaya mengatasi masalah, Kketerlibatan masyarakat dalam
mengevaluasi perubahan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa Program BSPS ini memang
menuntut masyarakat untuk mampu berswadaya guna menciptakan rumah yang
layak huni bagi masyarakat guna mendukung kelangsungan hidup yang sejahtera
bagi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan bahwasanya bantuan
Program BSPS berjalan dengan baik karena masyarakat memenuhi persyaratan-
persyaratan Program BSPS ini yaitu mampu berswadaya dan menyelesaiakan
Program ini dalam tempo yang ditentukan yaitu 2 bulan dan proses pengurusan 3

bulan proses pengerjaan.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan pada penelitian yang akan dipaparkan

berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah pada pembahasan bab

sebelumnya, yakni sebagai berikut :

a)

b)

Standar Dan Tujuan Kebijakan

Program BSPS menumbuhkan swadaya masyarakat guna mewujudkan
rumah yang layak huni Pihak Dinas PERKIMTAN akan memberikan
sosialisasi ke masyarakat dan pemerintah desa maupun kecamatan terkait
tujuan dari program ini yang berhak menerima adalah yang mampu
berswadaya dan berkomitmen dalam pembangunan rumah Program
BSPS dengan syarat-syarat tersebut.

Sumber Daya Kebijakan

Program BSPS ini anggaran yang diberikan dari dana APBN pada
tahun 2018, 2019, dan 2020 dengan anggaran bantuan sebesar Rp.
17.500.000, dan pada tahun 2021- 2022 anggaran bantuan untuk satu
unit rumah bertambah hingga menjadi Rp.20.000.000. Pelaksanaan
Program BSPS ini dilakukan dalam 2 tahap, dimana tahap awal diberikan
bantuan Rp.8.750.000 dalam bentuk bahan material dan tahap 2
diberikan sisanya dalam bentuk bahan material dan sewa tukang sebesar

Rp 2.500.000.
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¢) Kondisi Ekonomi dan Sosial Politik
Kondisi lingkungan Kabupaten Maluku Tenggara rawan akan
perselisihan antar ras di lingkungan itu sendiri.

B. Saran

1. Data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebaiknya
lebih sering diperbaharui terkait Masyrakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) dan masyarakat miskin di kabupaten Maluku Tenggara
disebabkan tidak semua data yang ada di desa itu akurat

2. Dana Peningkatan Kualitas (PK) Rp. 20.000.000 diharapkan ada
peningkatan dana sebab dana sekian membutuhkan dana swadaya

masyarakat yang terlalu tinggi.
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Foto : Wawancara 'dengan Bapak Ricardo Renwarin, Staf Bidang Permukiman
Kecamatan Kei Kecil. Senin, 14 Agustus 2023

Foto : Wawancara dengan Bapak Afan Bachri Ifat, S.STP,M.Si, Kepala Dinas
Perumahan dan Permukiman Kecamatan Kei Kecil. Kamis, 10 Agustus 2023
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Foto : Wawancara degén Tbu Anawiyah Temarwut, penerima bantuan. Selasé, 15
Agustus 2023

Foto : Wawancara dengan Bapak Gani Biayau, penerima bantuan. Selasa, 15
Agustus 2023



98

Foto : Wawancara dengan Bapak' Usman Renyaén, penerirﬁa bantuan. Selasa, 15
Agustus 2023
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Foto : Rumah Ibu Anawia Temarwut peneria bantuan di Kecamatan Kei Kecil
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Foto : Rumah Bapak Usman Renyaan Penerima Bantuan di Kecamatan kei Kecil
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Kabupaten Maluku Tenggara
12 Juli 2023 sd 12 Agustus 2023

Hine Sosisl
Bau

2)  WakmLama Penclitian
3)  Angzen

1)  Bidang Peneditian
5)  Status Pemchitin

o e e

mb“uﬂ-ﬁaamdﬁﬂi—nmmwwwmu
Mot semma koiertuas'peratanan yang berkiku

Melaporkan kepada Instassi terkait untek mendapatkan petunjuk yang diperhskan.

Surat Rekomendasi ini mmuwm

Todak msenyimpang dari maksod yang diajukan scrta tidsk keluse dort lokasi peoelinan

Memperhaikas keamsanan dan kerenibon wnum sclama pebisinzn kegiatsa beriangsung,

Memperbatikan dan moscati Budiys dae Adat istiadat sctemgat.

Memyamgaikan | (sata) Bks, Hasil pooclitian kepada Bupati oq Ka. Badan Kestungpol Kab. Maluke Tenggan

Surst Rekomendasi ind berkaku sampal 12 Agostus 2003, sorta dicabut spobiky tondagat peryimpanzanpebingzanan

dart ketennuan terscbul

Demikisn Rekomsendas i dwsat untik dipergemakian seperlunya

i

Tembosan disampaikan kepada Yib ;

1. Bupati Maluke Tenggara di Langenr (schagal laporan),
2. Camat Kei Kecil di Langgur;

3 Yang Bersangkutan;
4. Pentinggat
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PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Judam Merdeka Raya Nomor.02 Telp (0716 ) 21829 Langgur Kode Pos 9761

o a0 T

Menismibaag 1 Sum Kowa

£ i

OM
Nomor : 0707 108 / SIP/BKBR/2013

Kepada
Yth 1. Kepaks Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
Dun Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggan
2. Kepala Badan Statistik Kab. Maluku Tenggam
l&lﬂﬂs-m

Tempat

L. Peraturan Menteri Datam Nogeri Republik Indonesia Nomor © 7 Tahun 2014 Tentang
Porubahan atzs Peraturan: Menieri Dalam Negeri Nomor @ 64 tahun 2011 Tentang
Podoman Pencrbitan Rekomendasi Penclitian

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoe : 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman  Penclitian
dan Peagembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri- dan Pemerintah Daerah

3. Sumt Kepetusan Monteri Dolam Negeri Nomor © SD.6/2/12 Tanggal § Juli 1972
Tentang Kegistan Riset dun Survey diwajibkan Melaporkan Diri Kepads Gubernur,
Keala Do s Peia 203 Gk i

4. Peraturn Dacrah Nomor 4 Tahutv 2019 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Keria Lembaga-Lembaga Teknis Dacsah Kabupaten Mahiku Tengeara

Lembagn Penclitian  Pengembangan dun Fengabdun Kepada Masyarakan

(LPSM ) Universitas Mobammadiysh Makasaar Nomor : 178 105/CH- VIV 144472023

Tanggal 20 Juni 2023 Penkal Permohonaa Lzin Penelitian

MEMBERITAHUKAN BAHWA
¢ RAHMAWATIKARIM HIDI

Mahagisna S1 Program Seodi i Admisistrasi Negara Fakubtas llenu Sosial dan
Them Politsk Universitss Msbammadivah Makassar

o HOS6 1TI0 1619 -

¢ Molakukan Penefition Dalam Fangka Penulisan Skripsi Dengn Judil
* Implemventasi Program Bantuan Smalan Perumakan Swadaya di Kecamatan Kel
Kecil Kabupaten Malukn Tenggara, *

1) Lokasi Penelitian ¢ Kaotor Dinas Pesumalan, Kawasan Permukizan dan
Pertazalun dan Kantor Badan Statissik
Kabupaten Maluku Tengam

2) Wakna'Lama Penclitian ¢ 12Juli 2023 sd 12 Agustus 2023

Anggola :
4) Bidang Penclitian ¢ Hmu Sosial
5) Status Penclitin : Ban

Schubrengan dengam maksod kersebut di atas, maka dalam pelaksaenannya sgar memperhatikes hal-hal schagai beriku

Montaati semmaa hetentuan/perstuna yang bestake.

Melapockan kepods nstnsi terkait untuk mendapathan petunjuk yang dperiskan

Susat Rehomendast i hanya berlaku bagi kegiatan ; Pemelifim

Todak menyimpang éan maksod yang disjulcan sens tidai kedr dani fokasi penclitias

Mempeshatikan keamanan dan beteniban umum selam peloksamaan kegiatan berhingsang.

Mesperhatikan din mentzoti Budaya dan Adt Istiadae sctempat.
wltmmmmﬁ-mmqgww Kab. Maluku Teaggsns
Surat Rekomsendasi ini berlaku sampai 12 Agustus 200, serta dicabes apubila tendspat pomimpangsvpetingzs
dari ketentuan terschut.

Demikiso Rekomendas it dibuat untuk diperproaka scperlumya.

103






MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alcsmcat krmor: 8. Sultan Aladdin NO.259 Makassar 0221 Tip {041 1) 86697285159, Fax.f041 3] 865588

e M
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

- 1 .li

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammuadiyah Makassar,
Mencrangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:
Nama : Rahmawati Karim Hidi
Nim 105611101619
Program Studi ; llmu Administrasi Negara

[ No T " Bab |  Nilai_ | Ambang Batas
[_1 [ Bab 1 SRy 10% )
2 [Bab2 17 % 25%
3 [ Bab3 10% 10%
4 | Bab4 1% 10%
5 | Babs 0% 5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Tumitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersanghkutan untuk dipergunakan
seperiunyn.

Makassar, 28 Maret 2024
Mengetaud,

11, Sultan Alsugdin no 259 makassar 90222
Telepan {0411)8£6972, 881 553, fax (0411)B6S 588
Webnite: www library. unismah ac.id
E-mall : perpestabass & unisiesh og i
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RIWAYAT HIDUP

Rahmawati Karim Hidi, lahir di Ambon tanggal 19
Oktober 1999. Penulis merupakan anak ke 5 dari 5
bersaudara, dari pasangan Karim Hidi dan Saripa Hidi.
Penulis memulai pendidikan di SD Inpres Ohoijang
dan tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan
Pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Tual pada tahun

2010 dan tamat pada tahun 2013. Setelah tamat SMP,

penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Kota Tual dan
tamat pada tahun 2016. Dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan di
Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil

jurusan Ilmu Administrasi Negara.



